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HEBOH GANGGUAN GINJAL AKUT

YLKI: Keluarga Korban
Bisa Gugat Pabrik Obat

Syiar IslamSyiar IslamSyiar IslamSyiar IslamSyiar Islam MimbarMimbarMimbarMimbarMimbar
“Padahal mereka tidak disuruh

kecuali supaya menyembah Allah
dengan memurnikan ketaatan

kepada-Nya dalam (menjalankan)
agama yang lurus, dan supaya
mereka mendirikan salat dan
menunaikan zakat; dan yang
demikian itulah agama yang
lurus.” (QS. Al-Bayinah : 4) 

Ayat Hari IniAyat Hari IniAyat Hari IniAyat Hari IniAyat Hari Ini

BACA HAL-7

Liem Ho Ho, Pekat
Darah Muhammadiyahnya

Padang, Khazanah — Perkembangan
Muhammadiyah di Nusantara, turut disokong
oleh etnis Tionghoa. Ada Abdullah Tjan
Hoateseng di Maluku. Oey Tjeng Hien di
Bengkulu. Di Tasikmalaya, ada M Bahaudin
atau Yong A Cang.

Kepribadian Muhammadiyah menyebut,
BACA HAL-7

Manusia dalam Islam
Oleh: Alvin Qodri Lazuardy

Jika menelaah fenomena yang terjadi
sekarang nampak secara terang berbagai
kerancuan dalam kehidupan manusia. Seakan
manusia telah kehilangan arah dan
orientasinya Siapa yang menciptakan?, untuk
apa ia diciptakan?, dan kemana ia akan
kembali?. Benar yang diakatan

BACA HAL-7

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
(YLKI) mengatakan keluarga korban gagal
ginjal akut dapat menggugat perusahaan
farmasi yang produknya terbukti tidak
memenuhi standar Badan POM. Hak tersebut
dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan
Konsumen.

“““““

Jakarta, Khazanah— Jumlah pasien gangguan ginjal
akut progresif atipikal telah mencapai 245 kasus per
tanggal 22 Oktober, menurut Kementerian Kesehatan.
Dari angka tersebut, 141 meninggal dunia – sebagian
besar berusia di bawah lima tahun.

“Ini kan peristiwa menurut YLKI luar biasa ... dalam
pandangan lembaga konsumen harus ada pihak yang
bertanggung jawab, harus ada pihak yang bersalah.
Salah satu instrumen yang punya kewenangan
menyatakan itu bertanggung jawab, bersalah, adalah
pengadilan,” kata Sudaryatmo, pengurus harian YLKI.

Ia menjelaskan keluarga korban dapat menggunakan
pasal 46 dalam UU Perlindungan Konsumen yang
menyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku
usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen
yang mempunyai kepentingan yang sama – biasa disebut
gugatan perwakilan kelompok atau class action.

Adapun pasal yang dilanggar, salah satunya adalah
Pasal 8 yang antara lain melarang pelaku usaha
memproduksi dan/atau memperdagangkan barang serta
jasa yang tidak memenuhi standar. Dalam kasus obat,
berarti standar yang ditetapkan Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM).

Per tanggal 20 Oktober, BPOM mengumumkan tiga
produk obat batuk merek Unibebi yang mengandung
cemaran etilen glikol dan dietilen glikol (EG dan DEG)
melampaui batas aman yaitu 0,5 miligram per kilogram
berat badan per hari. Izin edar merek tersebut dipegang
oleh Universal Pharmaceutical Industries.

BPOM sebelumnya merilis daftar 102 produk obat
yang diduga mengandung senyawa penyebab kasus
gangguan ginjal berdasarkan survei ke keluarga pasien.
Dari jumlah tersebut, 30 produk sudah dinyatakan aman.

BACA HAL-7

Konflik di Eks Lapangan Terbang
Gadut, Mulai Temui Titik Terang

Lubukbasung, KhazanahLubukbasung, KhazanahLubukbasung, KhazanahLubukbasung, KhazanahLubukbasung, Khazanah —
Pemerintah Kabupaten Agam,
mengirimkan rekomendasi ke
Gubernur Sumatera Barat terkait
penyelesaian  konflik bekas
lapangan terbang peninggalan
Jepang di Nagari Gaduik,
Kecamatan Tilatangkamang.

Bupati Agam, Andri Warman
di Lubukbasung, Selasa,
mengatakan, rekomendasi itu
merupakan hasil rapat koordinasi
akhir Tim Gugus Tugas Reforma
Agraria (GTRA) Agam di aula
utama kantor bupati, Selasa.

“Rapat koordinasi akhir GTRA
itu merampungkan berita acara dan
berita acara itu dikirimkan ke
Gubernur Sumbar untuk dibahas
di tingkat pusat pada 27 Oktober
2022,” katanya yang juga Ketua

GTRA Agam.
Ia mengatakan, dengan telah

dikirimkan rekomendasi itu, maka
masalah lahan atau tanah di Nagari
Gaduik bisa diselesaikan.

Ini bakal berdampak positif
bagi masyarakat, karena sebagian
masyarakat telah mengantongi
sertifikat.

“Artinya kepemilikan tanah itu
sudah diakui di negara, namun
adanya surat dari TNI AU pada
2014, sehingga menimbulkan
masalah  di Nagari Gaduik,”
katanya.

Dengan kondisi itu, ia
berkonsentrasi dalam penyelesaian
permasalahan tersebut dengan
Gubernur Sumbar Mahyeldi
Ansharullah setelah dilantik jadi
bupati dan gubernur.

DUDUKKAN CAWAWAKO PADANG

Walikota Hendri Septa Ajak
PKS-PAN Duduk Bersama
Padang, Khazanah — Wali Kota Padang
Hendri Septa mengemukakan Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai
Amanat Nasional (PAN) harus duduk
bersama membahas pengisian kursi
Wakil Walikota Padang yang kosong
sejak April 2021.

“Mengacu kepada Undang-Undang
yang berlaku, mekanisme pemilihan

Wakil Wali Kota Padang harus ada
dua nama yang diusulkan untuk dipilih
di DPRD, artinya PAN dan PKS mesti
duduk semeja membahas ini,” kata
Hendri di Padang, Selasa.

Oleh sebab itu ia menyerahkan
sepenuhnya kepada partai pengusung
dan tidak terbersit keinginan untuk
menghambat prosesnya.

UJI MATERIL UU SUMBAR DI MK

Uji Formil Sudah
Lewat Waktu

Jakarta, Khazanah — Mahkamah Konstitusi (MK)
kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera
Barat (UU Sumbar) pada Selasa (25/10/2022) di Ruang
Sidang Panel MK. Perkara Nomor 97/PUU-XX/
2022 yang diajukan oleh Dedi Juliasman (Pemohon
I), Wahyu Setiadi (Pemohon II), Dicky Christopher
(Pemohon III), dan Basilius Naijiu (Pemohon IV)
ini mengujikan Pasal 5 huruf c UU Sumbar yang
dinilai bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal
28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3), serta
Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Dalam sidang kedua dengan agenda membacakan
perbaikan permohonan, Rinto Wardana selaku kuasa
hukum para Pemohon menyampaikan beberapa bagian
yang disempurnakan pada permohonannya. Terkait
dengan memfokuskan pengujian pada uji materiil,
sebab dari perhitungan para Pemohon tenggang waktu

Obat dalam bentuk sirup yang dipercaya paling mudah disuguhkan ke anak-anak

Bekas lapangan terbang Gadut Kabupaten Agam

Kuasa Hukum Pemohon mengikuri sidang perbaikan
permohonan uji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022
tentang Provinsi Sumatera Barat secara daring, Selasa (25/
10). (Foto Humas/Ifa)

Walikota Hendri Septa
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MEMUDAHKAN MASAYAKAT MELAPORKAN

Bawaslu Siapkan Aplikasi Sigaplapor  Pelanggaran Pemilu 25 Anggota
DPRD Kota
Bukittinggi
Reses
Bukittinggi, Khazanah- Sekretaris DPRD (Sekwan)
Kota Bukittinggi, Ade Mulyani mengatakan,
dalam agenda reses masa sidang I tahun 2022/
2023, sebanyak 25 orang anggota DPRD akan
melaksanakan reses ke daerah pemilihan (dapil)
masing-masing, baik itu reses secara perorangan
maupun secara berkelompok. Pelaksanaan kegiatan
reses dimulai dari tanggal 25-28 Oktober 2022.

Adapun dari 25 orang anggota dewan tersebut,
sebanyak 11 orang melakukan reses secara
perorangan sesuai dapilnya masing-masing. Dari
dapil Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
(MKS) adalah Ibnu Asis fraksi PKS, Nofrizal
Usra fraksi PAN, Asri Bakar fraksi Gerindra, dan
Dedi Fatria fraksi PPP.

Dapil Kecamatan Guguk Panjang adalah Nur
Hasra fraksi PKS, Arnis Malin Palimo fraksi
PKS, H.Irman fraksi PPP, Edison Katik Basa
fraksi Golkar, dan Zulhamdi Nova Candra fraksi
Nasdem, sedangkan dari Dapil Kecamatan Aur
Birugo Tigo Baleh (ABTB) adalah Syaiful Efendi
fraksi PKS dan Jon Edwar fraksi Golkar.

Dan untuk 14 anggota dewan lainnya akan
melakukan reses secara berkelompok, untuk
anggota DPRD dari dapil MKS, reses
dilaksanakan di halaman Kantor Camat MKS,
dapil Guguak Panjang di halaman Kantor Camat
Guguk Panjang, dan dapil ABTB di Kantor
Camat ABTB," ujar Ade Mulyani di ruang
kerjanya, Selasa (25/10).

Dijelaskan Ade Mulyani, untuk memfasilitasi
kegiatan reses anggota DPRD Kota Bukittinggi
masa sidang I tahun 2022/2023, maka Sekretariat
DPRD melalui Surat Tugas Nomor 328/ST.SET-
DPRD/BKT/X-2022, telah membentuk
penanggung jawab, koordinator, dan pendamping
selama pelaksanaan reses tersebut.

Dalam hal ini  kata Ade, Sekretaris DPRD
diberikan tugas sebagai penanggung jawab
kegiatan reses. Kemudian, Kepala Bagian Umum
dan Keuangan diberikan tugas sebagai
koordinator pelaksanaan kegiatan reses di Dapil
Kecamatan Guguk Panjang.

Pada pelaksanaan kegiatan reses di dapil
Kecamatan ABTB diberikan tugas sebagai
koordinator adalah Kepala Bagian Fasilitasi
Penganggaran dan Pengawasan, dan pelaksanaan
kegiatan reses di dapil MKS koordinator adalah
kepala Bagian Persidangan dan Perundang-
undangan.

"Untuk pendamping reses yakni Kasubbag
beserta jajaran staf di lingkungan Sekretariat
DPRD. Jadi kegiatan reses anggota dewan ini
difasilitasi dan didampingi langsung oleh jajaran
Sekretariat DPRD. Dalam resea juga
menghadirkan SKPD terkait," ucap Ade Mulyani.

Menurutnya, pelaksanaan reses  ini merupakan
suatu kewajiban bagi anggota DPRD. Selain
untuk bersilaturahmi dengan masyarakat di daerah
pemilihannya, kegiatan reses juga bertujuan
untuk menjemput dan menghimpun  aspirasi
masyarakat untuk pembangunan daerah.

"Melalui kegiatan reses diharapkan anggota
dewan dapat menyerap aspirasi masyarakat di
daerah pemilihannya. Aspirasi yang diserap dari
masyarakat, tentunya menjadi masukan bagi
anggota DPRD dalam mengambil arah kebijakan
pembangunan daerah, yang nantinya akan dibahas
bersama Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi,"
ungkap Ade Mulyani.   Iwin SB

Orientasi LPM di Payakumbuh Resmi Dibuka

Payakumbuh, Khazanah - Penjabat
(Pj) Wali Kota Payakumbuh
membuka secara resmi orientasi
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM) Kota Payakumbuh di Aula
SKB Padang Alai Bodi, Selasa (25/
10).

Kegiatan tersebut juga dihadiri
oleh ketua DPD LPM Provinsi
Sumbar, Ketua DPD LPM Kota
Payakumbuh dan diikuti oleh DPC
LPM dan LPM Kelurahan se-Kota
Payakumbuh.

Pj. Wali Kota yang dalam hal
ini diwakili oleh Asisten III Ifon
Satria mengatakan orientasi ini
diberikan untuk meningkatkan
penyelenggaraan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di Kota Payakumbuh.

"Untuk mewujudkan itu tentu
tidak lepas dari peran LPM sebagai
salah satu lembaga kemasyarakatan,"
katanya.

Dia menyebut, pemerintah
menyambut baik kegiatan tersebut.
Sebab dengan adanya orientasi ini,
kelembagaan masyarakat sebagai
mitra kelurahan dapat terus bersinergi
dengan pemerintah.

"Intinya LPM bisa berpartisipasi
dalam pembangunan di kelurahan.
Menampung aspirasi masyarakat
dalam perencanaan pembangunan,
hingga meningkatkan kelancaran

pelaksanaan tugas pemerintah dalam
pelaksanaan pembangunan dan
pelayanan masyaralat," ucapnya.

Ifon juga mengharapkan, peserta
orientasi bisa menambah wawasan,
bertukar pikiran dan selalu
berkoordinasi dengan pihak terkait
secara intensif dalam rangka
mensukseskan pembangunan.

"Dengan demikian harapannya
tentu kesejahteraan masyarakat
Payakumbuh dapat kita wujudkan
bersama," ujarnya.

Dia berpesan, ikuti kegiatan ini
dengan serius, semoga kegiatan ini
memberi manfaat secara khusus bagi
LPM dan secara umum bagi Kota
Payakumbuh.   Lili Yuniati

IDI Padang Pariaman Gelar Kegiatan Donor Darah

Kabag Penanganan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa Bawaslu
Sumbar, dalam laporannya
menyampaikan bahwa rakernis ini
merupakan upaya Bawaslu dalam
melaksanakan tugas dan visinya
menjadi pengawas pemilu yang
terpercaya. Khususnya dalam
mempermudah masyarakat dalam
melakukan pelaporan terhadap
dugaan pelanggaran.

"Karena itu, Bawaslu
menyiapkan aplikasi sigaplapor
dalam berupaya memperkuat sistem
informasi dalam penanganan
pelanggaran pemilu," ucap Eri Yanti.

Rakernis dihadiri peserta dari
Komite Independen Pemantau
Pemilu (KIPP) Sumbar, KIPP Kota
Padang, Netfid Sumbar, JPPR
Sumbar, serta pemimpin redaksi
sejumlah media di Sumbar.  jer

Parit Malintang, Khazanah – Dalam
rangka memperingati Hari Ulang
Tahun (HUT) Ikatan Dokter
Indonesia (IDI) ke-72, IDI wilayah
dan cabang di seluruh indonesia
secara serentak menggelar bakti
sosial donor darah.

Bekerja sama dengan Palang
Merah Indonesia (PMI) dan Unit
Transfusi Darah Rumah Sakit (UTD
RS) setempat, IDI Cabang Padang
Pariaman mengadakan aksi donor
darah bertempat di RSUD Padang
di daerah itu di Parit Malintang,
Selasa (25/10).

Kodim 0304/Agam Tes Urine
Prajuritnya
Bukittinggi, Khazanah - Kodim 0304/Agam melakukan tes urine yang dilakukan
secara acak, sebagai langkah antisipasi peredaran narkoba dan pengamanan internal
di lingkungan TNI pada Selasa (25/10).

Komandan Kodim 0304/Agam Letkol Czi Renggo Yudi Ariesko mengatakan
kegiatan tes urine tersebut dilakukan berdasarkan perintah langsung dari pimpinan
Pangdam Bukit Barisan yang dilaksanakan di Markas TNI Kodim 0304 di
Bukittinggi.

Menurutnya, perintah pemeriksaan dikeluarkan dari Surat Telegram Pangdam
I Bukit Barisan nomor STR 871 tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2022 kepada
dansat yang ada untuk melakukan pemeriksaan urine bagi prajurit.

"Jadi ini merupakan perintah dari Kodam I BB kepada komandan satuan
yang ada di daerah untuk mengantisipasi penyebaran benda terlarang di area
lingkungan kerja," kata Dandim

Ia menyebutkan tes urine dilaksanakan kepada prajurit terhadap 15 anggota
Kodim 0304/Agam yang ditunjuk secara acak.

"Alhamdulillah, prajurit yang diperiksa ini negatif semua berdasarkan
pemeriksaannya," katanya.

Ia menegaskan jika dalam pemeriksaan selanjutnya ditemukan adanya prajurit
TNI yang positif narkoba, akan dilakukan tindakan tegas.

"Apabila nanti ditemukan yang positif maka nanti akan ditindaklanjuti secara
langsung, dan akan ditelusuri dari mana barang itu didapatkan dan akan diproses
berdasarkan aturan hukum yang berlaku," katanya.

Renggo Yudi menambahkan imbauannya kepada seluruh prajurit TNI Kodim
0304/Agam agar menghindari pemakaian apalagi peredaran narkoba yang menurutnya
akan memberikan dampak buruk pada citra TNI.

"Secara keseluruhan tentu akan terpengaruh, mulai dari kesejahteraan prajurit,
jabatan personil yang bersangkutan dan berbagai hal lainnya," pungkasnya. 
ant

Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmang diperiksa kesehatannya sebelum diambil donor darahnya pada acara Ultah IDI

Asisten III Pemko
Payakumbuh Ifon
Satria menyerahkan
bahan orientasi LPM
kepada salah seorang
peserta

Padang, Khazanah -- Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu )
Provinsi Sumatera Barat (Sumbar)
menyiapkan aplikasi Sistem
Informasi Penanganan Pelanggaran
dan Pelaporan (Sigaplapor), guna
memudahkan masyarakat
melaporkan adanya pelanggaran
pelaksanaan pemilu nantinya.

Hal itu terungkap saat Bawaslu
Sumbar menggelar Rapat Kerja
Teknis (Rakernis) di Hotel Mercure
Padang, Selasa (25/10).

Anggota Bawaslu Sumbar, Elly
Yanti, SH, yang juga Koordinator
Divisi (Kordiv) Data dan
Penanganan Pelanggaran,  dalam
sambutannya saat membuka
Rakernis menyampaikan bahwa
Pemilihan Umum (Pemilu) 2019
sangat istimewa, karena untuk
pertama kalinya Pemilihan Anggota
Legislatif tingkat DPRD Kabupaten,

Kota, Provinsi hingga DPR RI serta
DPD RI, beriringan dengan
Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Lalu pada tahun 2020, ada
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Serentak, dimana Bawaslu memiliki
kewenangan untuk melakukan
investasi terhadap laporan dugaan
pelanggaran yang masuk, dimana
laporan tersebut hanya dijadikan
informasi awal," ucap Elly Yanti
pada Rakernis yang juga dihadiri
Kordiv Penyelesaian Sengketa dan
Hukum Bawaslu Sumbar, Nurhaeda
Yetty, SH, MH.

Dilanjutkan Elly Yanti, adalah
sebuah keniscayaan bagi Bawaslu
dalam melakukan tugas pengawasan
secara menyeluruh, mengingat
adanya keterbatasan yang dimiliki,
karena itu hadir pengawas partisipatif
dengan niat dan tujuan yang sama
yaitu bagaimana perjalanan dan

pelaksanaan pemilu dapat berjalan
dengan baik.

"Nah, untuk memudahkan sistem
pelaporan pelanggaran, maka
Bawaslu menyediakan aplikasi
sigaplapor yang memberikan
keterbukaan informasi dan
kemudahan bagi pelapor untuk
menyampaikan temuannya di
lapangan.

"Aplikasi sigaplapor ini juga
memberikan kemudahan pada
masyarakat untuk menyampaikan
laporannya sekaligus mendapatkan
informasi secara terbuka terhadap
proses yang dilalui terhadap
laporannya," jelas Elly Yanti dalam
Rakernis yang menghadirkan
narasumber, Dr Eka Vidya Putra,
Akademisi Universitas Negeri
Padang (UNP).

Sebelumnya, Ketua Pelaksana
Rakernis, Eri Yanti yang juga

Wabup Padang Pariaman
Rahmang dalam sambutannya
mengapresiasi masyarakat yang telah
berpatisipasi dan seluruh anggota
IDI yang telah menfasilitasi donor
darah ini. Katanya, setetes darah yang
didonorkan akan sangat berarti bagi
pasien yang membutuhkan.

“Donor darah merupakan bentuk
kasih sayang Allah kepada umat
manusia. Yang mendonorkan bisa
lebih sehat dan yang menerima
memiliki kesempatan untuk sembuh,”
sebut dia.

Rahmang yang turut serta

mendonorkan darah ini juga berharap,
kegiatan donor darah yang mampu
menyelamatkan banyak jiwa ini
dapat terus berlanjut dan jumlah
pendonor terus meningkat setiap
tahunnya. Dengan demikian,
ketersediaan kantong darah di daerah
ini tercukupi.

Sebelumnya, Ketua Panitia
Pelaksana Efriyeni dalam laporannya
mengatakan, kegiatan donor darah
ini dilakukan secara serentak di
seluruh indonesia dan dipusatkan
di Kota Bandung, Jawa Barat. Berkat
kolaborasi dengan pemerintah daerah

kegiatan tersebut bisa dilaksanakan.
“Ini merupakan salah satu

rangkaian acara dari HUT IDI.
Harapannya, bisa membantu
memberikan sumbangsih untuk
ketersediaan darah,” kata dia.

Kegiatan donor darah yang
berlangsung selama satu hari ini turut
melibatkan Polres daerah setempat,
Dandim 0308, PMI, dan UTDRS.
Selain itu, acara tersebut turut dihadiri
oleh Forkopimda dan Direktur RSUD
yang juga berpatisipasi dalam
mendonorkan darah.  Syafrial Suger
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Netralitas
Muhammadiyah
dan NU
Suasana perebutan suara pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilu
Presiden 2024 diprediksi masih akan sama dengan pelaksanaan Pemilu
Presiden 2019, terutama terkait politik identitas.

Bahkan, Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan
MPR bersama DPR dan DPD pada 16 Agustus 2022 menyampaikan
ajakan pada semua pihak untuk menghindari polarisasi atau politik
identitas saat Pemilu 2024.

Politik identitas diprediksi masih akan digunakan oleh kelompok-
kelompok pendukung calon presiden untuk mengaduk-aduk psikis
para pemilih agar memilih capres tertentu dengan bermodalkan emosional
identitas, terutama agama.

Jika seluruh komponen negara, terkait bidang keamanan, bersama
dengan elemen lainnya, termasuk tokoh agama, tidak mampu mengatasi
politik identitas pada Pemilihan Presiden 2019, bukan tidak mungkin
kekacauan akan terjadi, dimana saat itu masyarakat sempat terbelah
dalam kelompok “Cebong” dan “Kampret”.

Selain unsur negara dalam tugas memelihara keamanan masyarakat,
Indonesia masih memiliki dua komponen organisasi besar dalam tugas
memelihara kedamaian dan menjaga persatuan bangsa ini, yakni
Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Saking vitalnya peran
kedua organisasi itu, kemudian disematkan predikat sebagai “dua
sayap” Indonesia. Tentu tulisan ini tidak hendak menafikan organisasi-
organisasi keagamaan lainnya dalam ikut menjaga Indonesia.

Dengan jumlah anggota yang besar, tentu menjadi magnet bagi
partai politik untuk menggaet massa dari kedua organisasi Islam itu.

Hal yang mulai tampak untuk menyeret kedua organisasi itu
adalah ketika beredar video di media sosial yang menyebutkan bahwa
Muhammadiyah mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden
atau capres di Pemilu 2024. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sudah
mendeklarasikan Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu,
sebagai capres untuk Pemilu 2024. Meskipun kemudian  dibantah
oleh Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul
Mu’ti, beberapa waktu lalu.

Mu’ti menegaskan bahwa video yang beredar di media sosial
itu merupakan propaganda politik. Karena itu, dia meminta warga
persyarikatan tersebut tidak terpengaruh.

Muhammadiyah menegaskan bahwa organisasi yang didirikan
oleh KH Ahmad Dahlan itu tidak terlibat dalam politik praktis, terlebih
dalam pesta politik Pemilihan Presiden 2024.

Bagaimana dengan NU?
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya

menyatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya tidak mendukung
salah satu parpol atau calon presiden (capres) di Pilpres 2024.

Gus Yahya juga menyampaikan tidak mengizinkan pengurus di
PBNU maju sebagai calon presiden atau sebagai wakil presiden, kecuali
sudah mengundurkan diri dari jabatan di PBNU. Untuk hak politik
warga, diizinkan bebas memilih partai politik pada pemilu mendatang.

Melihat sikap pemimpin di PBNU dan PP Muhammadiyah itu
tentu menjadi kabar gembira bagi mereka yang menghendaki politik
identitas tidak terulang di Pilpres 2024.

Meskipun demikian, godaan masuk ke ranah politik kepentingan
sesaat itu masih terbuka akan dialami oleh pengurus NU dan
Muhammadiyah di berbagai tingkatan.

Menyembulnya gejala politik identitas dalam pemilihan umum
patut diwaspadai karena bukan saja merendahkan nilai agama yang
mereka jadikan alat propaganda itu, melainkan juga berbahaya bagi
persatuan dan kesatuan bangsa.

Semua pihak, yakni partai pendukung capres/cawapres serta tim
sukses, hendaknya lebih menggunakan aspek rasional dalam mengajak
calon pemilih untuk mendukung kandidatnya.

Demikian juga masyarakat pemilih, hendaknya lebih menggunakan
akal sehat dalam menentukan pilihan, ketimbang terpengaruh oleh
narasi-narasi negatif yang menempatkan rasionalitas di saku belakang.

Mari kita jaga rumah besar bernama Indonesia dari perang psikologis
hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Mari kita rawat negara
hasil perjuangan para leluhur ini untuk kita wariskan kepada anak
cucu kita.

P.A.T.I
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Media Massa Menjaga
Bahasa Persatuan
OLEH D.DJ. KLIWANTORO  

Salah satu dari ketiga ikrar Sumpah
Pemuda berbunyi: “Kami putra dan putri
Indonesia menjunjung bahasa persatuan,
bahasa Indonesia.”

Sublema menjunjung dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) tidak hanya
bermakna membawa di atas kepala, tetapi juga
berarti menaati.

Di sinilah pentingnya peran pers dalam
penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan
benar dalam produk jurnalistiknya, baik berupa
tulisan, foto, video, maupun audio.

Dalam membuat produk, insan pers tidak
sekadar menghasilkan karya yang berisi
informasi aktual, faktual, penting, dan menarik
serta bahasa komunikatif, tetapi ikut pula
membangkitkan semangat kebangsaan
sekaligus menambah khazanah bahasa.

Oleh karena itu, bahasa jurnalistik harus
tunduk pada kaidah bahasa yang telah
dibakukan: kaidah tata bahasa, kaidah ejaan,
dan tanda baca.

Untuk mengetahui apakah penggunaan
tanda baca sesuai dengan kaidah atau tidak,
bisa klik tautan ejaan.kemdikbud.go.id.

Begitu pula, ketika akan mengetahui
penulisan sebuah kata atau istilah baku atau
tidak baku, pengguna bahasa Indonesia dapat
mengakses laman kbbi.kemdikbud.go.id.

Dengan demikian, penggunaan kata atau
istilah dalam bahasa jurnalistik maknanya
sama dengan yang ditetapkan di dalam kamus.

Pemakai bahasa jurnalistik haruslah efektif,
tidak menggunakan kalimat yang bertele-
tele, tetapi juga tidak terlalu hemat dengan
kata sehingga makna menjadi tidak jelas.

Kendati produk jurnalistik memuat unsur-
unsur 5W+1H (what [apa], who [siapa], where [di
mana],  when [kapan],  why [mengapa],
dan how [bagaimana]), tidak harus
menggunakan kalimat tunggal, bisa pula
menggunakan kalimat majemuk.

Oleh karena itu, insan pers dituntut mahir
berbahasa Indonesia agar karyanya ada muatan
plus atau tidak sekadar mudah dipahami
(komunikatif) oleh pembaca.

Setidaknya ketika publik membaca berita,
mereka akan tahu bahwa produk jurnalistik
itu betul-betul memperhatikan komponen
struktur kalimat, yaitu subjek, predikat, objek,
dan keterangan (SPOK).

Masyarakat (pembaca) akan tahu bahwa
karya insan pers taat asas dalam berbahasa
Indonesia, baik kaidah ejaan maupun SPOK-
nya. Hal ini termasuk penggunaan kalimat
tunggal dan kalimat majemuk serta kalimat

aktif dan kalimat pasif.
Misalnya, membuat kalimat pasif. Tata

cara pemasifan ini sudah termaktub
dalam Buku Tata Bahasa Baku Bahasa
Indonesia Edisi III halaman 345 yang
diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta pada
tahun 2003.

Ada dua cara yang disampaikan oleh
Hasan Alwi dkk. dalam buku tersebut, yaitu:

Pemasifan dengan cara pertama ini
umumnya digunakan jika subjek kalimat
aktif berupa kata benda (nomina) atau frasa
nominal. Adapun caranya: pertukarkanlah
S (subjek) dengan O (objek), gantilah
prefiks meng- dengan di- pada P (predikat),
lalu tambahkan kata oleh di muka unsur
yang tadinya S.

Cara kedua adalah subjeknya berupa
kata ganti (pronomina), yaitu pindahkan
O ke awal kalimat, tanggalkan prefiks meng-
 pada P, kemudian pindahkan S ke tempat
yang tepat sebelum verba (kata kerja).

Namun, patut mendapat perhatian khusus
bagi pengguna bahasa Indonesia ketika
akan mengubah kalimat aktif transitif (kata
kerja yang memerlukan objek) yang
mengandung kata seperti “ingin” atau “mau”
cenderung menimbulkan pergeseran makna.

Contoh kalimat:
Tiga partai politik peserta Pemilu 2024

“ingin” mencalonkan si Fulan sebagai
Presiden.

Pada kalimat aktif ini jelas bahwa yang
ingin mencalonkan adalah tiga partai
politik peserta Pemilu 2024.

Si Fulan ingin dicalonkan sebagai
Presiden RI oleh tiga partai politik peserta
Pemilu 2024.

Apabila mengubah kalimat aktif itu
menjadi kalimat pasif seperti di atas, orang
cenderung menafsirkan bahwa yang
menginginkan adalah si Fulan dan bukan
tiga partai politik peserta Pemilu 2024.

Dijelaskan pula dalam Buku Tata Bahasa
Baku Bahasa Indonesia bahwa tafsiran
makna kalimat pasif yang berbeda dengan
makna padanan kalimat aktif itu timbul
karena kodrat kata “ingin” yang cenderung
dikaitkan dengan unsur di sebelah kiri
yang mendahuluinya.

Di sisi lain, seorang jurnalis juga
dituntut mahir dalam penggunaan tanda
baca dalam kalimat berita. Ambil contoh
penggunaan tanda baca koma, sebagaimana
ketentuan di dalam Ejaan Bahasa Indonesia
yang Disempurnakan (EYD) Edisi Kelima.

Setidaknya tahu bahwa tanda koma
digunakan sebelum kata penghubung, seperti
“tetapi”, “melainkan”, dan “sedangkan”,
dalam kalimat majemuk pertentangan.

Selain itu, tanda koma ini untuk
memisahkan anak kalimat yang mendahului
induk kalimat dalam kalimat majemuk
bertingkat.

Kalimat ini terdiri atas induk kalimat dan
anak kalimat (keterangan). Dalam hal ini,
induk kalimat dapat berdiri sebagai kalimat
mandiri, sedangkan anak kalimat tidak dapat
berdiri sebagai kalimat tanpa induk kalimat.

Namun, sering kali ada kalimat yang tanpa
induk kalimat karena terdapat dua konjungsi
(kata penghubung) dalam kalimat tersebut,
seperti contoh kalimat di bawah ini.

“Meski” pendaftaran pasangan calon
presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober
2023 hingga 25 November 2023, “namun”
tiga partai politik pada bulan Oktober 2022
mendeklarasikan si Fulan sebagai calon
presiden pada Pemilu 2024.

Pemakaian dua konjungsi (meski dan
namun) pada kalimat di atas menyebabkan
ketaksaan. Jika memilih menggunakan kalimat
majemuk setara, kalimat itu harus
menggunakan konjungsi “namun” saja.
Sebaliknya, bila masih mempertahankan
konjungsi “meski”, kalimat di atas menjadi
kalimat majemuk bertingkat.

Contoh kalimat majemuk bertingkat
dengan posisi induk kalimat di awal kalimat
sebagai berikut.

Tiga partai politik pada bulan Oktober
2022 mendeklarasikan si Fulan sebagai calon
presiden pada Pemilu 2024 “meski”
pendaftaran pasangan calon presiden dan
wakil presiden mulai 19 Oktober 2023 hingga
25 November 2023.

Berikut contoh kalimat majemuk
bertingkat dengan posisi anak kalimat di
awal kalimat dengan ditandai oleh konjungsi
“meski”.

“Meski” pendaftaran pasangan calon
presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober
2023 hingga 25 November 2023, tiga partai
politik pada bulan Oktober 2022
mendeklarasikan si Fulan sebagai calon
presiden pada Pemilu 2024.

Insan pers dengan kemahiran berbahasa
Indonesia seyogianya berada di garda depan,
apalagi bangsa ini mempunyai cita-cita yang
mulia, ingin menjadikan bahasa Indonesia
menjadi bahasa internasional (vide: Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 44).
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Bupati Agam: Jangan Main-main Kelola Keuangan

Padang, Khazanah - Kegiatan pertemuan Istri Kepala Daerah (Iskada) Kabupaten/
Kota se-Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang dihelat di Kota Padang telah
berlangsung dengan sukses dan meriah.

Sebagaimana acara yang dilangsungkan di Gedung Bagindo Aziz Chan
Youth Center, Selasa (25/10/2022) pagi itu pun, dihadiri langsung oleh Ketua
TP-PKK Provinsi Sumbar Ny. Harneli Mahyeldi beserta jajaran disertai Ketua
BKOW, Ketua DWP Provinsi Sumbar bersama Ketua TP-PKK , GOW dan
DWP Kabupaten/Kota se-Sumbar.

Ketua TP-PKK Kota Padang Ny. Genny Hendri Septa menyampaikan terima
kasih dan selamat datang atas kehadiran para Istri kepala daerah se-Sumbar
yang telah hadir ke Padang mengikuti pertemuan bulanan Iskada tersebut.

"Atas nama TP-PKK Kota Padang, kami menyampaikan apresiasi bagi ibu-
ibu para istri kepala daerah se-Sumbar yang datang ke Padang mengikuti
acara ini. Di samping menjadi sarana silaturahim diantara istri kepala daerah
dan pimpinan organisasi wanita di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, ajang
ini juga menjadi wadah sharing informasi terkini terkait kegiatan TP-PKK,
GOW dan DWP masing-masing daerah. Baik yang telah dilaksanakan atau
pun yang direncanakan ke depan," ungkap Istri Wali Kota Padang Hendri
Septa itu didampingi Ketua DWP Kota Padang Ny. Vanny Andree Algamar
saat itu.

Sementara itu Wali Kota Padang yang diwakili Sekda Andree Algamar
dalam sambutannya  menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan
pertemuan Iskada kabupaten/kota se-Sumbar tersebut.

"Kegiatan ini sangat positif karena menjadi ajang silaturahmi dan saling
bertukar pikiran antar sesama istri kepala daerah. Pertemuan ini membawa
misi dan tujuan yang mulia, karena setiap istri kepala daerah memiliki peran
yang sangat besar dalam menunjang kinerja suaminya sebagai kepala daerah,"
ujar Sekda.  faisal

Ny.Genny Hendri Septa
Beri Apresiasi

Omzet Apotek TOmzet Apotek TOmzet Apotek TOmzet Apotek TOmzet Apotek Turururururununununun
hingga 50 Phingga 50 Phingga 50 Phingga 50 Phingga 50 Persenersenersenersenersen

Pemko Pariaman Ajukan Anggaran Belanja Rp685 Miliar
Rp3,1 miliar dan belanja bantuan
keuangan dianggarkan sebesar Rp78
miliar.

“Sedangkan perkiraan pendapatan
daerah sebesar Rp639 miliar, dengan
rincian perkiraan PAD dianggarkan
sebesar Rp50 miliar yang terdiri dari
pendapatan pajak daerah dianggarkan
sebesar Rp10,9 miliar,” tuturnya.

Lihat Juga:  Polisi Masih Temukan
Obat Sirup yang Dilarang Beredar di
Padang

Selanjutnya, kata Genius, hasil
retribusi daerah dianggarkan sebesar
Rp15,3 miliar, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan
dianggarkan sebesar Rp6,9 miliar dan
lain-lain PAD yang sah dianggarkan
sebesar Rp17,5 miliar.

“Kemudian penerimaan dana transfer
dianggarkan sebesar Rp582 miliar yang
terdiri atas pendapatan transfer pemerintah
pusat dianggarkan sebesar Rp546 miliar,”
jelas dia.

Tak hanya itu, pendapatan transfer
antardaerah dianggarkan sebesar Rp36,4
miliar. Sementara perkiraan lain-lain
pendapatan daerah yang sah dianggarkan
sebesar Rp6 miliar.

“Kalau kita bandingkan antara
pendapatan sebesar Rp639 miliar dan
belanja sebesar Rp685 miliar terjadi defisit
anggaran sebesar Rp45,8 miliar. Defisit
anggaran tersebut bersumber dari
penerimaan pembiayaan sisa lebih
perhitungan anggaran tahun lalu,” jelas
Genius.

Dia berharap, meskipun dengan segala
keterbatasan keuangan daerah, tetapi tetap
mampu memberikan kontribusi nyata
terhadap perubahan taraf kehidupan dan
peningkatan derajat kesejahteraan
masyarakat Kota Pariaman.  faisal

Lubuk Basung, Khazanah– Pemerintah
Kabupaten Agam menggandeng
kejaksaan setempat dalam urusan
penanganan masalah hukum perdata dan
tata usaha negara di daerah itu.

Hal ini ditandai dengan
penandatanganan MoU yang dilakukan
Bupati Agam, Andri Warman dengan
Kepala Kejaksaan Negeri Agam, Burhan,
di Aula Kantor Bupati Agam, Senin (24/
10).

Andri mengaku bangga bisa bekerja
sama dengan Kejaksaan Negeri Agam
dalam mendapatkan bantuan,
pertimbangan dan tindakan hukum bagi
Pemkab Agam.

“Tentu kita berharap ini akan
menjadikan Pemkab Agam bekerja lebih
profesional ke depannya,” ujar Andri.

Namun ia menegaskan apabila ada

yang kedapatan melanggar aturan dalam
menjalankan tugas, terutama mengelola
keuangan tidak ada ampun bagi mereka.

“Ini perlu jadi perhatian bagi seluruh
jajaran Pemkab Agam. Maka bekerjalah
sesuai aturan, agar nanti tidak berurusan
dengan hukum,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan
Negeri Agam, Burhan menyebutkan,
pihaknya siap untuk melakukan
pendampingan terkait keperdataan dan
tata usaha negara di Pemkab Agam.

Ia menjelaskan, pendampingan hukum
tata usaha negara ini dilakukan apabila
kebijakan kepala daerah digugat pihak
lain atau ASN, yang dianggap akan
merugikan diri mereka.

“Tapi biasanya jarang ditemukan,
semoga di Kabupaten Agam ini tidak
terjadi,” sebutnya.

Padang, Khazanah- Kasus gagal ginjal akut
pada anak berdampak terhadap kepercayaan
publik untuk membeli obat di Kota
Bukittinggi. Akibatnya, beberapa apotek
mengalami penurunan omzet.

Muhammad Luthfi, salah seorang pemilik
toko obat di Pasar Bawah mengatakan, efek
dari kasus gagal ginjal akut menyebabkan
kepercayaan masyarakat untuk membeli obat
menurun, terutama jenis obat sirup.

“Orang sudah terlanjur takut, walaupun
tak ada jual obat sirup, orang sudah takut
juga,” terangnya, Senin (24/10).

Ditambahkan Luthfi, sepertinya saat ini
banyak masyarakat sudah beralih ke obat
tradisional, seperti tumbuh-tumbuhan yang
berkhasiat.

Informasi serupa juga disampaikan Asisten
Apoteker Al Kautsar, Delisa. Dia menyebut
bahwa akibat merebaknya kasus itu, berimbas
kepada omzet apoteknya.

“Penurunan lebih dari 50 persen, sejak
beberapa hari yang lalu, apalagi saat mulai
ramai diberitakan di TV,” ungkap Delisa.

Delisa menjelaskan, padahal tidak semua
obat sirup tersebut dilarang, tapi tampaknya
masyarakat tak menghiraukan hal tersebut.

“Peraturannya kan sudah keluar, dan nama-
nama obat sirup yang dilarang itu juga sudah
disosialisasikan, jadi kami tentu bisa
mengarahkan kepada masyarakat nantinya,”
ujar Delisa.

Dia berharap masyarakat bisa mengikuti
kasus gagal ginjal akut yang sedang marak
saat ini, supaya tak salah langkah saat
membeli obat.  faisal

Sedangkan untuk perdata, pihaknya
siap dampingi bagaimana setiap pekerjaan
yang dilakukan Pemkab Agam sesuai
aturan berlaku.

“Intinya kerja sama ini untuk
memastikan pelaksanaan pemerintahan,
serta pengelolaan keuangan berjalan
sesuai aturan,” katanya.

Burhan berpesan kepada jajaran di
Pemkab Agam agar jangan sampai
‘berpindah ke kertas lain’ dalam
menjalankan tugas sebagai aparatur
negara.

“Kita di kejaksaan ada dua kertas,
kuning dan merah. Apabila sebatas kertas
kuning kita masih bisa berikan
pendampingan hukum, jika sudah merah
tidak dapat ditoleransi lagi,” tegasnya.
 faisal

Pertemuan ISKADA Sumbar Sukses di Padang

Pariaman, Khazanah– Pemerintah Kota
Pariaman mengajukan anggaran belanja
dalam rancangan anggaran pendapatan
dan belanja daerah (RAPBD) 2023
mencapai Rp685 miliar untuk dibahas
DPRD setempat.

Hal itu diungkapkan Genius pada
Rapat Paripurna Penyampaian Nota
Penjelasan Wali Kota Pariaman tentang
Ranperda APBD 2023 di Ruang Sidang
Utama DPRD Kota Pariaman, Senin (24/
10).

“RAPBD tahun 2023 merupakan
tahun terakhir dari periode
kepemimpinan kami. Makanya, pada
2023 ini kami fokus untuk menuntaskan
target-target RPJMD tahun 2018-2023,”
kata Wali Kota Pariaman, Genius Umar.

Dengan demikian, kata Genius,
program dan kegiatan yang dianggarkan
dalam rangka menuntaskan capaian
RPJMD tahun 2018-2023 tersebut.

Genius menjelaskan, perkiraan belanja
daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp685
miliar. Perkiraan belanja operasi sebesar

Rp510 miliar yang terdiri dari belanja
pegawai dianggarkan sebesar Rp307
miliar.

Kemudian belanja barang dan jasa
dianggarkan sebesar Rp196 miliar, belanja
hibah semula dianggarkan sebesar Rp5,2
miliar dan belanja bantuan sosial
dianggarkan sebesar Rp1 miliar.

“Perkiraan belanja modal sebesar
Rp92 miliar terdiri dari belanja modal
tanah dianggarkan sebesar Rp120 juta,
belanja modal peralatan dan mesin
dianggarkan sebesar Rp12,3 miliar,”
ucapnya.

Kemudian belanja modal gedung dan
bangunan dianggarkan sebesar Rp55,5
miliar, belanja modal jalan jaringan dan
irigasi dianggarkan sebesar Rp23,6 miliar
dan belanja modal aset tetap lainnya
dianggarkan sebesar Rp472 miliar.

Selanjutnya, perkiraan belanja tidak
terduga dianggarkan sebesar Rp1,5 miliar.
Perkiraan belanja transfer dianggarkan
sebesar Rp81 miliar yang terdiri dari
belanja bagi hasil dianggarkan sebesar

BPN Optimis Target PTSL Tercapai
Bukittinggi, Khazanah- Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Kota Bukittinggi
menyebutkan target sertifikasi tanah optimis
tercapai dari target yang diberikan
sebanyak 500 pengukuran dan 200
sertifikat peta bidang tanah.

Target tahun 2022 ini sebanyak 500
Pembuatan Peta Bidang Tanah (PPBT)
dan 200 sertifikat melalui Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Kami optimis bisa tercapai meski
ada tantangan juga di lapangan,” kata
Kepala Kantor Pertanahan Kota
Bukittinggi, Desrizal di Bukittinggi, Senin
(24/10).

Tantangan yang dimaksud, di
antaranya keengganan masyarakat dalam
kepengurusan sertifikat tanah karena status
tanah adat berupa warisan kaum dan
ulayat.

“Sekitar 75 persen tanah di Kota
Bukittinggi sudah bersertifikat, sisanya
ini yang menjadi target kami, kebanyakan

alasannya karena susahnya mengurus
tanah ulayat atau warisan yang belum
dibagi,” kata dia.

Menurutnya, permasalahan ini bisa
diberikan solusi dengan penerbitan
sertifikat dengan atas nama kaum dan
tidak perorangan.

“Ada inovasi yang kami tawarkan
melalui sertifikat komunal yang artinya
diatasnamakan kepada mamak kepala kaum
atau seluruh mamak waris, ini tetap bisa
dipakai hingga meminimalisir potensi
sertifikat yang disalahgunakan,” kata dia.

Ia menjamin tidak adanya pungutan
atau biaya yang dikeluarkan warga yang
mengurus PTSL.

“Laporkan langsung kepada saya, saya
menjamin itu, saya sudah memperingatkan
anggota agar jangan sampai terjadi pungli.
Sertifikat tanah diperlukan masyarakat
untuk mengantisipasi polemik, ini
penting,” tegas dia.  faisal

Imbas Larangan Jual Obat Sirup

RAPBD 2023



5
RABU, 26 OKTOBER 2022
RABU, 30 RABI’UL AWAL 1444 H

Kafilah Porsadin Padang
Pariaman Dilepas Secara Resmi

UNTUK TAHUN 2023

Pemko Payakumbuh Siapkan Faskel
Payakumbuh, Khazanah - Sebanyak 37 Fasilitator
Perencana Tingkat Kelurahan (Faskel) dipersiapkan oleh
Pemerintah Kota Payakumbuh Untuk Persiapan
Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 di Aula Lantai
III Kantor Wali Kota Payakumbuh, Selasa (25/10).

Acara tersebut dibuka oleh Plt. Sekretaris Daerah
Kota Payakumbuh Dafrul Pasi didampingi Kepala
Bappeda Yasrizal dan jajaran. Narasumber dari Bappeda,
Badan Keuangan Daerah, Dinas PUPR, Dinas Pertanian,
dan OPD lainnya.

Sekda Dafrul pasi mengatakan dengan berakhirnya
masa jabatan Kepala Daerah Kota Payakumbuh periode
2017-2022 pada 23 September 2022 lalu, maka
pembangunan Kota Payakumbuh untuk sementara tidak
mengacu lagi kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), tapi kepada rencana
pembangunan daerah (RPD) tahun 2023-2026.

"Pada tahun 2024 nanti setelah pilkada, kita baru
mengikuti pembangunan sesuai dengan visi-misi wali
kota periode 2024-2029," katanya.

Dafrul berharap perencanaan yang dibuat bersama-
sama ini nantinya bisa linear dengan program nasional,
artinya program itu dijawab di daerah hingga di level
kelurahan.

"Kita fokus ke masalah kemiskinan, kesehatan, dan
pendidikan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Payakumbuh
Yasrizal menyebut fasilitator kelurahan berperan ubtuk
menampung usulan partisipatif dari masyarakat dan
pemandu mufakat kelurahan yang di mulai dari tingkat
RT/RW.

"Kita berharap perencanaan kita kedepan bisa terus
dioptimalkan melalui penjaringan aspirasi dan kebutuhan
masyarakat, keterwakilan yang memadai dari seluruh
elemen masyarakat, serta sense of ownership masyarakat
terhadap program dan kegiatan pemerintah," kata Yasrizal.

Ditambahkannya, ada pun usulan yang ditampung
di tingkat bawah melalui mufakat RW nantinya akan
dipilah lagi menjadi usulan prioritas pada musyawarah
rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat
selanjutnya.

"Ada usulan prioritas tingkat RW, kelurahan,
kecamatan, kota, hingga nantinya menjadi rencana kerja
perangkat daerah untuk dieksekusi," tukuknya.  Lili
Yuniati

Parit Malintang, Khazanah – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten
Padang Pariaman Rudi Repenaldi Rilis secara resmi melepas
Kafilah Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyyah (Porsadin) ke-
V tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 di Halaman Kantor
Bupati Padang Pariaman, Parit Malintang pada Senin, (24/10).

Dewan Pengurus Cabang Forum Diniyah Takmiliyah (DPC
FKDT) Padang Pariaman mengutus sebanyak 23 peserta untuk
mengikuti 11 cabang perlombaan. Diantaranya, Tahfidz Juz 30,
Cerdas Cermat Diniyah, Pidato Bahasa Indonesia, MTQ, Muratal
Imlaq, Kaligrafi, Puisi Islami, Lari Sprint 80 M, Tenis Meja,
Catur, Badminton dan 15 Orang Official bersama tim pendamping.
Diketwhui, lomba berlangsung selama 3 (tiga) hari ke depan.

Pada kesempatan itu, Sekda Rudi Rilis menyebutkan, kafilah
yang berangkat hari ini merupakan anak-anak pilihan yang diutus
untuk mengharumkan nama daerah. Ia berpesan untuk terus menjaga
kesehatan dan semangat agar dapat membawa hasil yang
membanggakan untuk daerah.

“Selamat bertanding anak-anakku, semoga bisa mengharumkan
nama Kabupaten Padang Pariaman. Jaga kesehatan dan utamakan
keselamatan,” ungkapnya.

Kemudian, Sekda Rudy Rilis turut berpesan kepada tim
pemdamping untuk terus mengawasi anak-anak dan menjaga
pola makannya agar stamina terjaga sehingga dapat mengikuti
pertandingan dengan maksimal dan menampilkan yang terbaik.

Sekretaris DPC FKDT Abi Hasan mengucapkan apresiasi dan
terima kasih kepada jajaran Pemerintah Daerah sekaligus
Kementerian Agama atas dorongan dan support yang telah diberikan
kepada kafilah Porsadin.

“InsyaAllah DPC FKDT Padang Pariaman mempunyai target
menjadi juara umum agar selanjutnya Porsadin dapat mewakili
Sumatera Barat di Tingkat Nasional di Kabupaten Bandung,
Jawa Barat,” ungkapnya.

Ikut mendampingi dalam pelepasan tersebut Ketua DPC FKDT
Zulkarnaini, TK. Majolelo, dan Mukhlis dari Kemenag.  Syafrial
Suger

ANGKAT ISU SAMPAH BERNILAI RUPIAH

Warga Silba Bakal Kembangkan Budidaya Maggot
Indonesia yang memiliki iklim
tropis.

"Kita menangkap hal ini
sebagai sesuatu yang sangat
positif. Peserta diikuti kader PKK.
Dari 20 kader yang turut serta,
tujuh di antaranya menyatakan
serius untuk itu," ujarnya.

Beni berharap tujuh orang ini
menjadi pionir kepedulian
lingkungan dan penggerak
peningkatan ekonomi warga
setempat, mewujudkan Kelurahan
Berdikari.

Pelatihan budidaya maggot,
sebut Beni, berangkat dari isu
lingkungan. Beberapa kali rapat
di Pemko, sampah menjadi
perhatian seluruh stakeholder.
Dirinya berkeinginan, sampah
tertata dan terkelola dengan baik
dan bisa bernilai ekonomis.

Menurutnya, sumber sampah
di rumah tangga terkendala pilah
dan pilih. Dari permasalahan
sampah ini, dia tergerak
melakukan upaya dan inovasi
agar sampah memiliki nilai dan
manfaat.

"Inovasi kita, sampah organik
menjadi pakan serangga lalat atau
maggot, larva dari Black Soldier
Fly (BSF). Menurut penelitian,
maggot itu memiliki protein yang
cukup tinggi sekitar 70%. Maggot
bisa menjadi bahan pakan bagi
ikan lele, ikan hias, ayam,"
ujarnya.

Ke depan, bila budidaya
maggot ini berhasil dan
berkembang, sampah organik dari
rumah tangga bakal dihargai
dengan rupiah.

"Jadi kelurahan menghargai
sejumlah uang dari sampah organik
yang dibawa ke kelurahan oleh
warga.  Sampah ini menjadi pakan

untuk budidaya maggot,"
sebutnya seraya menjelaskan 1
kg maggot berkisar Rp6.000.

Dijelaskannya, maggot
berbeda dengan ulat atau
belatung pada umumnya. Belatung
ini bukanlah belatung biasa,
melainkan larva dari BSF. Dalam
tubuh BSF mengandung zat
antibiotik alami sehingga tidak
membawa agen penyakit.

Meski dikelompokkan sebagai
lalat, BSF tidak hinggap di
sampah dan tidak membawa
penyakit. Larva BSF yang disebut
maggot juga berbeda dengan
belatung lalat hijau dan lalat
hitam yang menyebarkan
penyakit.

Maggot tidak menimbulkan
bau busuk dan bukan pembawa
sumber penyakit. Karena sangat
aman, anak kecil pun berani
bermain-main dengan cara
memegangnya.

"Penggunaan maggot sebagai
pakan ikan bisa semakin
menggairahkan budidaya ikan
konsumsi, karena harganya yang
relatif murah," sebutnya.

Untuk pakan ternak, maggot
bisa mempercepat kenaikan bobot
ternak. Maggot BSF ini juga bisa
membantu permasalahan sampah
organik yang menggunung.
Sekitar 750 kg maggot BSF
mampu mengurai sekitar 2 ton
sampah organik hanya dalam
kurun waktu 2-3 minggu.

Ini menjadikan usaha
budidaya maggot sebagai alternatif
usaha yang menjanjikan. Apalagi
masa panennya relatif cepat, sekitar
15 hari. Jadi budidaya maggot
BSF perlu dicoba oleh siapa saja.
  Paulhendri

Padang Panjang, Khazanah -
Mendengar kata maggot bagi
sebagian awan mungkin masih
terdengar asing di telinga. Namun,
ketika mendengar kata belatung
mungkin sudah sering kita dengar
dan lebih familiar karena
bentuknya yang menggelikan dan
membuat bulu kuduk merinding.

Maggot atau dalam
penyebutan lain disebut dengan
belatung merupakan larva dari
jenis lalat Black Soldier Fly (BSF)
atau Hermetia Illucens dalam
bahasa Latin. Seperti yang sudah
disebutkan bahwa maggot
merupakan larva dari jenis lalat
yang awalnya berasal dari telur
dan bermetamorfosis menjadi lalat
dewasa.

Tubuh maggot berwarna hitam
dan sekilas mirip dengan tawon.
Siapa sangka dibalik itu semua,
maggot memiliki potensi untuk
dibudidayakan. Bagi beberapa
orang, budidaya maggot

merupakan potensi yang
menggiurkan untuk
dikembangkan ujar Lurah Silaing
Bawah (Silba), Beni Satria, S.Par,
Selasa (25/10) pada khazanah
yang pernah pelatihan  bersama
Rumah Kreatif BUMN BRI
Padang Panjang, 19 Oktober lalu.

Sebagai presiden nya
kelurahan Silaing Bawah (Silba),
Kecamatan Padang Panjang Barat
(PPB) Beni bersama warganya
bakal mengembangkan budidaya
maggot. Ini sebagai tindak lanjut
pelatihan yang dilaksanakan
beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut tuturnya ,
budidaya maggot tidak begitu sulit
untuk dikembangkan, mengingat
maggot berkembang biak dengan
alami di alam sehingga mudah
untuk mendapatkannya. Maggot
bertahan hidup pada lingkungan
tropis maupun subtropis sehingga
potensi mengembangbiakannya
sangat mudah dilakukan di

HUT IDI KE-72

Personel Polres Solok Kota Donor Darah di RS M Natsir Kota Solok

Solok, Khazanah - Sekira 20-an
personel Polres Solok Kota
mengikuti kegiatan donor darah
dalam rangka Hari Ulang Tahun
(HUT) Ikatan Dokter Indonesia
(IDI) Cabang Solok di Aula Pusako
Rumah Sakit Umum (RSU)
Muhammad Natsir, Kota Solok,
Selasa (25/10/2022). Aksi donor
darah dari Korps Bhayangkara

tersebut dipimpin langsung oleh
Kapolres Solok Kota AKBP
Ahmad Fadilan, S.Si, M.Sc, M.Si
dan diikuti oleh perwira jabatan
utama (PJU) Polres Solok Kota,
Kapolsek Kota Solok AKP
Sugianto, serta personel dan ASN
Polres Solok Kota.

Selain personel Polres Solok
Kota, kegiatan donor darah ini

dipilih menjadi salah satu kegiatan
karena dari fakta di RSU M Natsir
Kota Solok saja, dibutuhkan
sekira 300-500 kantong perbulan.

"Kita sangat mengapresiasi
keikutsertaan personel Polres
Solok Kota yang dipimpin
langsung oleh Kapolres AKBP
Ahmad Fadilan, S.Si, M.Sc, M.Si
untuk donor darah. Apalagi,
Kapolres ternyata adalah keluarga
besar IDI juga. Demikian juga
dengan Kodim 0309/Solok, para
pengurus dan anggota IDI, serta
masyarakat lainnya. Semoga
dengan tema HUT IDI ke-72,
'Berbakti untuk Negeri Mengabdi
untuk Rakyat, Satu IDI Terus
Maju, profesi dokter bisa semakin
meningkatkan pengabdian ke
masyarakat," ujarnya.  rijal islamy

juga diikuti para personel Kodim
0309/Solok, para dokter dan
tenaga medis RSU M Natsir Solok
dan masyarakat. Kegiatan ini
dilaksanakan pengurus IDI Kota
Solok bekerja sama dengan Palang
Merah Indonesia (PMI) Kota
Solok.

Kapolres Solok Kota AKBP
Ahmad Fadilan, S.Si, M.Sc, M.Si
yang didapuk membuka kegiatan
donor darah, menuturkan donor
darah merupakan salah satu
kegiatan rutin yang dilakukan
oleh personel Polres Solok Kota.
Menurutnya, hal ini merupakan
kegiatan positif untuk masyarakat
yang membutuhkan darah.
Mantan pejabat Interpol Mabes
Polri itu menegaskan bahwa donor
darah adalah salah satu bentuk

pembuktian keikhlasan dan
kerelaan untuk berbagi dengan
sesama.

"Alhamdulillah. Ternyata
personel Polres Solok Kota selama
ini sudah mayoritas sebagai
pendonor darah. Bahkan rutin
melakukan donor sesuai jadwal
masing-masing. Donor darah
adalah satu bentuk kepedulian
terhadap sesama, yang juga bukti
keikhlasan menolong orang lain,"
ujarnya.

AKBP Ahmad Fadilan juga
mengucapkan selamat HUT ke-
72 bagi IDI. Perwira asal Kertapati,
Palembang, Sumsel, itu
mengungkapkan secara khusus
dirinya mengucapkan selamat
HUT IDI terhadap istrinya, Dewi
Fadilan yang juga seorang dokter.

Bahkan, sejumlah keluarganya dan
keluarga iparnya juga mayoritas
berprofesi sebagai dokter.

"Selamat HUT IDI ke-72.
Apalagi dengan tema HUT ke-
72, 'Berbakti untuk Negeri,
Mengabdi untuk Rakyat', semoga
keikhlasan untuk berbakti dan
mengabdi ke masyarakat dapat
terus dipertahankan dan
ditingkatkan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia
Pelaksana Donor Darah dalam
rangka HUT IDI ke-72, dr. Agustia
Reza Putra, didampingi Wakil
Ketua IDI Kota Solok, dr. Reno,
menuturkan aksi donor darah ini
merupakan salah satu rangkaian
aksi dalam memeriahkan HUT IDI
dan dilaksanakan serentak di
seluruh Indonesia. Donor darah

Kapolres Solok Kota AKBP Ahmad Fadilan saat mendaftar sebagai peserta donor darah

Sekdakab Padang Pariaman Rudy Rilis Lepas Kafilah Pekan
Olahraga dan Seni Antar Diniyyah (Porsadin) ke-V tingkat Provinsi

Lurah dan warga Silaing Bawah (Silba) saat melaksanakan
budidaya maggot di lokasi warga
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Berapa Gaji ASN dan
Polisi Tahun 2022?

Jakarta, Khazanah — Pasti diluar
sana banyak masyarakat yang
penasaran tentang berapa gaji ASN
dan Polisi yang didapatkan selama
1 bulan menjalankan pekerjaannya.
Gaji aparat negara dan keamanan
tersebut ternyata berbeda-beda,
tergantung dengan golongan dan
pangkatnya. Lantas, berapakah gaji
ASN dan Polisi tahun ini?

Tidak diragukan lagi betapa
banyak orang yang berminat menjadi
ASN dan Polisi. Begitu pendaftaran
dibuka, kuota penerimaan cepat
terpenuhi. Alasan dari sebagian orang
yang berminat jadi PNS dan Polisi
karena adanya kepastian gaji, kenaikan
gaji setiap tahun, dan banyaknya
tunjangan. Sebelum mengulas berapa
gaji mereka  perbulan, kita simak
dulu alasan banyak orang berminat
menjadi ASN dan Polisi.

1. Adanya kepastian gaji setiap
bulan ASN dan Polisi pasti menerima
gaji setiap bulannya. Tidak dipungkiri,
kepastian gaji menjadi salah satu
faktor penting dalam menentukan
pekerjaan. Kepastian gaji dapat
memudahkan perencanaan keuangan.

2. Jaminan pensiun atau hari tua
penting untuk memiliki asupan
keuangan yang cukup, apalagi setelah
masa pensiun. Dengan menjadi ASN
atau Polisi, kekhawatiran tersebut
tidak ada karena selain gaji pokok
ASN dan Polisi, ada juga gaji pensiun
dan tabungan pensiun.

3. Mendapatkan asuransi
kesehatan Hal lain yang membuat
banyak orang berminat menjadi ASN
dan Polisi, yaitu karena adanya
asuransi kesehatan, termasuk asuransi
untuk istri dan anak. 

4. Mendapatkan tunjangan 
Beberapa tunjangan di luar gaji yaitu
tunjangan istri, anak, beras dan
sebagainya. 

5. Ada kenaikan gaji setiap tahun
ASN dan Polisi tentu memiliki
peluang kenaikan gaji setiap
tahunnya. 

Gaji ASN mengacu pada Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun
2019

Berikut gaji pokok ASN sesuai
dengan golongannya :

Golongan I (lulusan SD danGolongan I (lulusan SD danGolongan I (lulusan SD danGolongan I (lulusan SD danGolongan I (lulusan SD dan
SMP)SMP)SMP)SMP)SMP)

1A : Rp 1.560.800 – Rp
2.335.800, 1B : Rp 1.704.500 – Rp
2.472.900, 1C : Rp 1.776.600 – Rp
2.577.500, 1D : Rp 1.851.800 – Rp
2.686.500

Golongan II (lulusan SMA dan
D-III)

2A : Rp 2.022.200 – Rp
3.373.600, 2B : Rp 2.208.400 – Rp
3.516.300, 2C : Rp 2.301.800 – Rp
3.665.000, 2D :  Rp 2.399.200 –
Rp 3.820.000

Golongan III (lulusan S1 hingga
S3)

3A : Rp 2.579.400 – Rp
4.236.400, 3B : Rp 2.688.500 – Rp
4.415.600, 3C : Rp 2.802.300 – Rp
4.602.400, 3D :  Rp 2.920.800 –
Rp 4.797.000

Golongan IV
4A : Rp 3.044.300 – Rp

5.000.000, 4B : Rp 3.173.100 – Rp
5.211.500, 4C : Rp 3.307.300 – Rp
5.431.900, 4D : Rp 3.447.200 – Rp
5.661.700, 4E : Rp 3.593.100 – Rp
5.901.200

Sedangkan gaji Polisi diatur
dengan Peraturan Pemerintah nomor
17 tahun 2019 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 29 tahun 2001

Berikut gaji pokok polisi sesuai
kepangkatannya

Bharada (Bhayangkara Dua) :
Rp1.635.500 - Rp2.380.100

Bharatu (Bhayangkara Satu) :
Rp1.694.900 - Rp2.699.400

Bharaka (Bhayangkara Kepala)
: Rp1.747.900 - Rp2.699.400

Abripda (Ajun Brigadir Polisi
Dua) : Rp1.858.900 - Rp2.783.900

Abriptu (Ajun Brigadir Polisi
Satu) : Rp1.858.900 - Rp2.870.900

Abripol (Ajun Brigadir Polisi)
: Rp1.917.100 - Rp2.960.700.

Bripda (Brigadir Polisi Dua) :
Rp2.103.700 - Rp3.457.100

Briptu (Brigadir Polisi Satu) :
Rp2.169.500 - Rp3.565.200

Brigadir Polis : Rp2.237.400 -
Rp 3.676.700

Bripka (Brigadir Polisi Kepala)
: Rp2.307.400 - Rp3.791.700

Aipda (Ajun Inspektur Dua) :
Rp2.379.500 - Rp3.910.300.

Aiptu (Ajun Inspektur Satu) :
Rp2.454.000 - Rp4.032.600.

Ipda (Inspektur Polisi Dua) : Rp
2.735.300 - Rp4.425.000

Iptu (Inspektur Polisi Satu) :
Rp2.820.800 - Rp4.535.600

AKP (Ajun Komisaris Polisi) :
Rp 2.909.100 - Rp4.780.600

Kompol (Komisaris Polisi):
Rp3.000.100 - Rp4.930.100 (AKBP)

AKB (Ajun Komisaris Besar
Polisi) : Rp3.093.200 - Rp5.084.300

Kombes (Komisaris Besar) :
Rp3.190.800 - Rp5.243.400

Brigadir Jenderal (Brigjen) :
Rp3.290.500 - Rp5.407.400

Irjen (Inspektur Jenderal polisi)
: Rp3.290.500 - Rp5.576.500

Komjen (Komjen Komisaris
Jenderal Polisi) : Rp5.079.300 -
Rp5.930.000

Jenderal polisi : Rp5.238.200 -
Rp5.930.800

Itulah beberapa informasi seputar
gaji ASN dan polisi tertinggi dan
terendah disesuaikan dengan peraturan
yang berlaku. (Bis/JJ)

Sebelum Berbisnis, Kenali Dulu Apa
itu Startup?

pemodalnya masuk dalam
manajemen perusahaan. 

3.3.3.3.3.  Jenis Startup StartupJenis Startup StartupJenis Startup StartupJenis Startup StartupJenis Startup Startup
di bidang properti Startupdi bidang properti Startupdi bidang properti Startupdi bidang properti Startupdi bidang properti Startup.

Jika kamu mengetahui situs
macam rumah123.com dan
rumah.com, itu merupakan bentuk
dari pergerakan startup di bidang
properti yang sudah dilakukan
oleh banyak orang di Indonesia. 
Namun, untuk merintis jenis
startup seperti ini, ada beberapa
rintangan yang harus kamu lalui.
Startup di bidang properti harus
menyediakan informasi untuk
kliennya mengenai tips atau
solusi bagaimana caranya mencari
rumah yang pas. Selain itu, klien
juga harus dicarikan solusi
pinjaman kredit rumah atau
apartemen yang ringan.  Startup
di bidang asuransi  Startup jenis

Jakarta, Khazanah - Startup
merupakan istilah yang mengacu
pada tahap pertama operasi bisnis
dari sebuah perusahaan. Startup
adalah sebuah bisnis yang
didirikan oleh satu atau lebih
pengusaha yang ingin fokus untuk
mengembangkan produk dan
layanan yang diyakini oleh para
pendirinya dibuat untuk
memenuhi permintaan pasar,
sehingga mereka berusaha untuk
membuat bisnis mereka menjadi
yang tidak tergantikan untuk
pelanggannya.

Di sisi lain, startup juga dapat
menjadi lahan kerja yang memiliki
peluang besar untuk belajar dan
berinovasi. Modal awal yang
dikeluarkan startup umumnya
digunakan untuk mengembangkan
rencana bisnis dan riset pasar untuk
mengetahui permintaan pasar
terhadap produk atau layanan yang
mereka buat.

Berikut ini adalah beberapa
penjelasan tentang startup yang
sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. Karakteristik Startup Usia
bisnis kurang dari tiga tahun 

Startup merujuk pada bisnis
yang baru dirintis. Dalam hal ini,
perusahaan yang dapat disebut
dengan startup adalah perusahaan
yang berusia kurang dari 3 tahun. 
Multitasking  Dengan jumlah
SDM yang minim, anggota startup
dituntut untuk bisa multitasking
atau memiliki pekerjaan lebih
banyak dibandingkan yang
seharusnya.  Minim SDM 
Biasanya tim startup memiliki
jumlah anggota dibawah dari 20

orang. Bahkan ada perusahaan
startup yang hanya memiliki
anggota tiga hingga lima orang.
Semua kegiatan usaha bisa
berjalan lancar karena dibantu
oleh teknologi.  Menggunakan
internet  Dalam perusahaan
startup, internet sudah menjadi
hal penting yang harus ada.
Karena media internet digunakan
untuk mengerjakan dan
menciptakan produk, hingga
menjalin komunikasi bisnis. 

2. Perbedaan startup
dengan perusahaan konvensional

Tujuan keuntungan Startup
adalah perusahaan yang berisiko
tinggi karena cenderung masih
menemukan modal bisnis yang
pas dan terus mencari pasar.
Pertumbuhan perusahaan adalah
tujuan utama dari startup
meskipun perusahaan harus terus
membakar uang pada periode awal.
Perusahaan konvensional biasanya
berdiri untuk segera mungkin
fokus untuk bisa mendapatkan
profit. Tujuannya untuk
memberikan keuntungan kepada
pemiliknya.  Struktur Organisasi
Operasional startup biasanya
ditentukan sepenuhnya oleh
founder atau manajemen
perusahaan. Sementara investor
tidak banyak mencampuri bisnis
startup. Investor biasanya hanya
terlibat pada keputusan strategis.
Dalam perusahaan konvensional,
jalannya perusahaan sangat
dipengaruhi oleh kehendak
pemilik perusahaan, entah secara
langsung atau tidak langsung.
Bahkan banyak perusahaan yang

Padang, Khazanah – Provinsi
Sumatera Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta menggelar
pameran perhiasan bertempat di
ruang utama lai 1 di Museum
Adityawarman Padang.Pameran
yang digelar mulai hari ini, 26
Oktober 2022 sampai 5 hari
mendatang tersebut memamerkan
aneka perhiasan perak dari dua
provinsi berbeda yang kebetulan
memiliki arti nama identik yaitu
Koto Gadang (Kota Besar),
Sumatera Barat dan Kota Gede
(Kota Besar),Yogyakarta.

“Ini hal yang menarik. Secara
kebetulan pula dua daerah dengan
arti nama yang sama ini juga
memiliki produk khas yang sama
yaitu perhiasan perak. Ini salah
satu yang kita pamerkan,” kata
Kepala Museum Adityawarman,
Dewi Ria di Padang, Selasa (25/
10/2022)

Pameran bertema “Kerajinan
Budaya Hasil Tambang” tersebut
dimaksudkan untuk memberikan
edukasi kepada pengunjung.

“Pameran ini bertujuan untuk
memberikan edukasi kepada
masyarakat tentang kekayaan
budaya Indonesia yang salah
satunya berupa kerajinan
perhiasan dari hasil tambang,” ujar
Dewi.

Dewi mengatakan, saat ini
Museum Adityawarman memiliki
sekitar 300 koleksi perhiasan dari
emas, perak dan suasa. Perhiasan
perak Koto Gadang menjadi salah

satu koleksi dari museum
tersebut.

Seluruh perhiasan tersebut
belum sekalipun dipamerkan sejak
museum Adityawarman diresmikan
pada 1977 dengan alasan
keamanan, karena sebagian
koleksi perhiasan tersebut adalah
emas 24 karat.

Pada bulan Oktober 2022 ini,
kebetulan Dinas Kebudayaan DI
Yogyakarta sedang melakukan
pameran keliling yang salah satu
koleksinya perhiasan dari Kota
Gede.

“Kita langsung menggandeng
Dinas Kebudayaan Yogyakarta
untuk pameran bersama,” katanya.

Kurator Museum DI
Yoyakarta Sektiadi menyebutkan,
ada sekitar 15 perhiasan perak
dari Kota Gede yang akan
dipamerkan di Padang. Selain itu
ada ‘museum mini’ yang berisi
replika beberapa koleksi, peralatan
pembuat kerajinan perak, audio
visual dan koleksi pengrajin.

Secara spesifik menurutnya
belum ada kaitan sejarah antara
kerajinan perak Koto Gadang dari
Sumbar dengan Kota Gede dari
Yogyakarta. Namun ada
kemungkinan hubungan motif.

“Pada zaman kolonial ada istri
pejabat Pemerintahan Hindia
Belanda yang suka membawa
motif dari daerah untuk dibuatkan
perhiasan perak di Kota Gede.
Motif itu diantaranya dari
Palembang dan Sumbar,” ujarnya

ini di bidang jaminan hidup
manusia. Salah satunya jenis
startup yang bergerak di bidang
asuransi. Berbeda dengan
platform asuransi Ketika seseorang
harus membayarkan iuran per
bulan agar dapat merasakan
manfaat asuransi tersebut di masa
depan.  Dengan kamu membuat
startup asuransi, seseorang akan
mendapat rujukan rumah sakit
terdekat dan berkualitas, dokter
yang terpercaya hingga layanan-
layanan Kesehatan lainnya. Jenis
startup asuransi ini juga dapat
menjadi rujukan untuk kamu
menentukan jenis asuransi apa
yang cocok dengan kamu. 

Itulah beberapa penjelasan
tentang startup yang harus kamu
ketahui jika kamu ingin
mendirikan startup. (Bis/JJ)

Harga Beras Naik, Imbas Kenaikan
Harga BBM dan Pupuk

itu sendiri. Akan berbahaya, kata
dia, apabila petani tidak lagi
termotivasi atau sudah enggan
menanam padi.

“Jadi yang harus dipikirkan
itu adalah pembelian harga
penggilingan itu menyebabkan
dia rugi? Kalau rugi perasaan saya
harusnya tidak berproduksi. Kalau
saya sih, jika memang harga itu
memberikan keuntungan kepada
petani dengan baik maka itulah
tugas pemerintah,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama,
Badan Pangan Nasional/National
Food Agency (NFA) mencabut
fleksibilitas harga gabah dan beras
bagi Bulog. Kebijakan tersebut
diduga menjadi salah satu
pendorong kenaikan harga beras
di pasaran.

Direktur Distribusi dan
Cadangan Pangan NFA Rachmi
Widiriani menyampaikan,
pihaknya menghentikan
pemberlakuan kebijakan tersebut
dengan berbagai pertimbangan
atas hasil evaluasi NFA.

“Keputusan untuk
memberhentikan pemberlakuan
fleksibilitas ini atas beberapa
pertimbangan. Berdasarkan hasil
evaluasi kami, ternyata angka atau
harga fleksibilitas mendorong
kenaikan harga di lapangan,” kata
Rachmi

Perlu diketahui, fleksibilitas
harga gabah dan beras diterapkan
pada 5 Oktober 2022 lalu. Baru
berjalan 2 pekan, kebijakan itu
ditangguhkan pada 17 Oktober
2022. (Ant/JJ)

Jakarta, Khazanah --  Kementerian
Pertanian (Kementan) memandang
wajar adanya kenaikan harga beras
yang belakangan terjadi. Kenaikan
harga tersebut untuk menjaga
petani agar tetap bisa berproduksi
seiring imbas terkereknya harga
bahan bakar minyak (BBM), benih,
dan juga pupuk.

Koordinator Evaluasi dan
Layanan Rekomendasi, Dirjen
Tanaman Pangan Kementan
Batara Siagian mengatakan bahwa
berdasarkan pantauannya,
kenaikan harga beras tidak terlalu
signifikan dan tergantung daerah.
Menurut dia, saat ini yang justru
mengalami kenaikan masif adalah
harga gabah di tingkat petani.

“Kalau pengamatan saya harga
beras naik itu tidak semua. Kalau
saya membeli beras juga harga
eceran yang berlaku. Tapi kalau
harga gabah naik, wajar saja.
Petani itu tidak bisa menambah
kapasitas, harganya harus naik
dong. Itu enggak perlu
diperdebatkan,” ujar Batara di
Jakarta, Selasa (25/10/2022).

Batara menuturkan, kenaikan
harga gabah tersebut yang
akhirnya mendorong harga beras
naik. Sebab, Perum Bulog tidak
mampu menyerap gabah petani
yang mengalami kenaikan.

“Jadi, yang saya kritisi itu
harga beras itu tidak mungkin
terjadi melebihi HET (harga eceran

tertinggi). Yang ada adalah harga
gabah tidak bisa dikuasai Bulog
karena terjadi kenaikan di tingkat
petani. Itu menurut saya normal.
Karena efek kenaikan BBM,
pupuk yang mahal. Petani tidak
menikmati subsidi pupuk
dominan, kenaikan harga benih,”
tutur Batara.

Lebih lanjut, dia pun berharap
agar HET beras pun diatur
setidaknya setahun atau dua tahun
sekali. HET beras diperbaharui
terakhir kali lewat Permendag
Nomor 57 tahun 2017.

“Ini harus diatur dengan baik
sehingga tahu apa urgensi
kenaikan harga. Nah, kemudian
saat penentuan harga yang harus
dicari pendapatan dari para
pelaku,” ucapnya.

Berdasarkan Sistem
Pemantauan Pasar dan Kebutuhan
Pokok (SP2KP) Kemendag, Selasa
(25/10/2022), harga beras di
tingkat konsumen sepanjang
Oktober 2022 saja telah naik
Rp200 untuk jenis medium, dan
Rp100 untuk premium. Bahkan,
dalam 4 bulan terakhir beras
medium telah naik dari Rp10.400
menjadi Rp10.900 per kg,
sedangkan beras premium naik
dari Rp12.500 menjadi Rp12.800
per kg.

Batara pun meminta agar
semua pihak memahami kenaikan
beras demi kesejahteraan petani

Perhiasan khas Minangkabau dipamerkan di Museum Adityawarman

Kenaiakan harga beras dipicu oleh kenaikan harga gabah
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Menurut Sudaryatmo, meskipun saat ini belum
bisa dipastikan apakah obat sirop adalah penyebab
tunggal ataukah ada variabel lain, faktanya ratusan
anak sudah mengalami gangguan ginjal akut bahkan
sampai meninggal dunia.

“Tugas konsumen adalah membuktikan ada
evidens bahwa pasien yang meninggal mengonsumsi
obat itu. Soal kausalitas, itu justru dikembalikan
ke industri – apakah produknya itu sesuai standar
atau tidak.

“Hasil uji laboratorium Badan POM kan sudah
memverifikasi bahwa sejumlah merek itu produknya
tidak standar, adanya senyawa etilen glukol itu
melebihi melebihi ambang batas yang telah
ditentukan ... industri juga harus membuktikan
sebaliknya. Nah ini nanti kan adu lab sebenarnya,”
ia menjelaskan.

Menurut UU Perlindungan Konsumen, pelaku
usaha yang melanggar ketentuan diancam dengan
penjara paling lama lima tahun, dan denda Rp2
miliar (Pasal 62). Pelaku juga dapat diberi hukuman
tambahan berupa pembayaran ganti rugi.

Selain UU Perlindungan Konsumen, perusahaan
farmasi juga bisa dijerat dengan KUHP. Kelalaian
yang menyebabkan bahaya atau kematian bagi
orang diatur oleh pasal 204 dan 205, dengan
ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun.

Saat ini YLKI sedang melakukan inventarisasi
keluarga korban, kata Sudaryatmo. Ke depannya,
YLKI siap memfasilitasi korban untuk penyelesaian
baik melalui pengadilan maupun luar pengadilan.

Staf penanganan kasus di Lembaga Bantuan
Hukum (LBH) Masyarakat, Ma’ruf Bajammal, juga
menyatakan pihaknya bersedia untuk mengadvokasi
bila ada pihak keluarga yang ingin mengajukan
gugatan terhadap pihak pelaku usaha.

Ma’ruf menjabarkan langkah-langkah yang perlu
dilakukan.

Pertama, mengumpulkan bukti kuat bahwa
korban meninggal karena mengonsumsi obat. Kedua,
meminta informasi kepada BPOM terkait produk
tersebut. Ketiga, menuntut BPOM maupun
pemerintah secara transparan mengumumkan obat-
obat sirup yang tidak aman.

“Nah itu yang harus dijadikan dasar. Jadi
harus clear bahwa obat yang dikonsumsinya itu
memang bermasalah, kemudian siapkan bukti-bukti
terkait yang menunjukkan bahwa memang dia
(korban) mengkonsumsi obat tersebut. Sehingga
tidak bisa lagi ada sanggahan dari pihak farmasi
bahwa dia tidak meninggal karena mengkonsumsi
barang dari pihak farmasi tersebut,” kata Ma’ruf.

Agustina Melani, perempuan di Jakarta yang
kehilangan putrinya yang baru berusia 15 bulan
akibat gagal ginjal akut, mengatakan tidak tahu
apakah ia akan menuntut ganti rugi. Ia menyatakan
sudah pasrah.

Sebagian obat yang ia berikan kepada putrinya,
Nadira, sebelum si buah hati itu meninggal pada
bulan Agustus telah dinyatakan aman oleh BPOM.

Namun demikian, daftar yang dirilis BPOM
bersifat sementara dan Menteri Kesehatan Budi
Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya masih perlu
memperdalam surveilans.

Bagaimanapun, Agustina ingin supaya pihak-
pihak yang bertanggung jawab mendapat hukuman.

“Harusnya memang ada sanksi. Kenapa baru
sekarang diselidiki, korban-korbannya sudah banyak
... harus ada hukuman setimpal. Mereka selama
ini ngapain aja gitu?” kata Agustina kepada BBC
News Indonesia.

Sebelumnya Kepala Badan POM, Penny Lukito,
mengatakan dua perusahaan farmasi akan diproses
pidana terkait indikasi kandungan zat berbahaya
dalam produknya, yang diduga mengakibatkan
gangguan ginjal akut.

Dalam menangani kasus ini, Deputi Penindakan
BPOM bekerja sama dengan Bareskrim Polri.

Ia tidak mengungkap nama dua perusahaan
tersebut, hanya mengatakan bahwa produk mereka
terindikasi mengandung zat beracun EG dan DEG
dalam konsentrasi yang sangat tinggi.

“Ada indikasinya bahwa kandungan dari EG
dan DEG di produknya itu tidak hanya dalam
konsentrasi sebagai kontaminan, tapi sangat, sangat
tinggi dan tentu saja sangat toksik dan itu tepat
diduga bisa mengakibatkan ginjal akut,” kata Penny
usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo

Penyelesaian itu juga mendapat dukung oleh
BPN Agam. Rekomendasi itu menjadi berita baik
dari warga dan ini juga hal positif bagi TNI AU,
karena apabila selesai maka Pemkab Agam
mempunyai planing membangun museum di lokasi
itu.

Ini tanda bukti bahwa di Agam pernah ada
lapangan terbang yang didarati oleh pesawat milik
Belanda dan Jepang.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Agam,
Yunaldi menambahkan BPN bakal menjadikan
Nagari Gaduik sebagai nagari agraria.

“Apabila permasalahan itu tuntas, bakal kita
tetapkan sebagai nagari agraria,” katanya.

Ia menambahkan, kronologis permasalahan itu
berawal dari TNI AU mengajukan permohonan
sertifikat dengan luas 287,6 hektare, namun

untuk uji formil terhadap UU Sumbar telah melewati
batas waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, para
Pemohon mengubah sistematika permohonan sesuai
dengan ketentuan MK dalam pengajuan permohonan
uji materiil saja. Lebih lanjut Rinto menyebutkan
perbaikan permohonan telah dilakukan mulai dari
tata letak identitas para Pemohon dan kuasa hukum,
kualifikasi para Pemohon sesuai dengan kriteria
kerugian konstitusional yang potensial dialami apabila
berlakuknya norma a quo.

“Selain itu pada permohonan ini telah pula
disertakan dalil dari pasal a quo yang tidak
merepresentasikan seluruh adat istiadat budaya yang
ada di Sumatera Barat, termasuk pula Mentawai.
Pada pasal a quo tidak memberikan ruang dan justru
mendiskiminasi etnis adat budaya Mentawai,” jelas
Rinto.

Pada sidang sebelumnya, para Pemohon
menyebutkan karakteristik adat dan budaya masyarakat
Kabupaten Mentawai yang khas, tidak terakomodir
secara bersama-sama dengan 11 Kabupaten lainnya
yang termasuk dalam wilayah Sumatera Barat yang
sarat akan nuansa syariat Islam pada Pasal 5 huruf
c UU Sumbar. Bahwa nilai falsafah “adat basandi
syara’, syara’ basandi kitabullah” yang dianut
masyarakat beretnis Minangkabau yang tertuang
pada norma tersebut, tidak berlaku mutlak dan tidak
pula menjadi falsafah hidup bagi masyarakat
Mentawai. Padahal pada wilayah Sumatera Barat

di Istana Negara, Senin (24/10).
Juru bicara Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan

tim di laboratorium forensik Bareskrim Polri tengah
memeriksa sampel dari Kementerian Kesehatan berupa
urin, darah, dan sejumlah obat-obatan. Ia mengatakan
kasus masih dalam tahap penyelidikan.

“Nanti hasil labfor akan diserahkan ke penyidik,
yang akan bersama-sama dengan Kemenkes dengan
BPOM untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut,”
kata Dedi kepada BBC News Indonesia.

Menuntut pertanggungjawaban BPOM dan
Kemenkes

Dari sudut pandang konsumen, pengurus harian
YLKI, Sudaryatmo, menilai BPOM adalah pihak
yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini.

Pasalnya, BPOM adalah pihak yang memiliki
kewenangan untuk memberi izin serta melakukan
pengawasan prapasar maupun pascapasar. Menurut
Sudaryatmo, bagian dari pengawasan pasca pasar
adalah inspeksi rutin (regular inspection).

“Pertanyaan YLKI itu sebenarnya sebenarnya
BPOM itu melakukan regular inspection nggak?
Kalau iya, tolong hasilnya dibuka karena ini justru
apa hasil regular inspection dalam pandangan
lembaga konsumen itu lebih genuine (otentik) karena
dia dia menjalankan fungsi apa uji lab itu dalam
konteks tidak ada kasus untuk memastikan apakah
produknya standar atau tidak.

“Berbeda dengan pengujian setelah ada kasus,
ini BPOM dalam posisi tekanan untuk menjawab
kasus,” kata Sudaryatmo.

Kenapa baru sekarang?
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin

menjawab pertanyaan banyak orang tentang obat
sirup yang berubah menjadi racun bagi ratusan
anak.

Ia mengatakan tingginya cemaran pelarut obat
sirup ini “paling besar penyebabnya dari bahan
baku.”

Bahan baku zat pelarut obat sirup yang diimpor
dari luar negeri itu diduga menjadi biang masalah.

“Kita sudah ada datanya. Pergeseran dari negara-
negara mana impor bahan baku itu terjadi. Tapi
nanti saya akan sampaikan pada kesempatan khusus,”
kata Menteri Budi, Senin (24/10).

Guru Besar Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah
Mada, Profesor Zullies Ikawati juga melihat
kemungkinan adanya pergeseran sumber bahan
baku pelarut obat sirup.

Kÿþetika industri farmasi mengganti sumber
bahan baku pelarut dari negara tertentu, kemungkinan
hasil akhirnya berubah meski menggunakan proses
produksi seperti biasanya.

“Oh kita ambil source-nya [sumbernya] dari India
deh, misalnya. Atau [negara] mana gitu, source yang
berubah kan bisa saja kualitasnya berubah,” katanya
yang menambahkan ini semua masih perlu penelitian
mendalam.

Dalam skandal obat sirup ini, Kemenkes melarang
penggunaan 100 obat-obatan sirup. Daftar ini terus
diperbarui lewat hasil pemeriksaan ilmiah yang
disodorkan perusahaan bahwa produk mereka aman.

Sebelumnya, Menteri Budi menduga racun dalam
obat sirup itu muncul saat dibuat di dalam pabrik.

Farmakolog dari Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia, Nafrialdi juga melihat ada kemungkinan
masalah ini timbul saat proses produksi obat.

“Itu kan kualitas pembuatannya itu. Kualitas
pabriknya apakah bisa mengerjakan dengan bersih
atau tidak. Quality control-nya, apakah diukur cemaran-
cemaran itu. Itu saja kuncinya,” kata Nafrialdi kepada
BBC News Indonesia.

Sementara itu, Kepala Pusat Riset Vaksin dan Obat
BRIN, Masteria Yunovilsa Putra meyakini setiap industri
farmasi memiliki proses pengecekan kualitas produk
(Quality Control/QC) dan syarat kualitas (Quality
Assurance/QA) yang memadai dengan laboratorium
yang mumpuni.

“Industri pasti tidak main-main dengan hal itu,”
kata Masteria kepada BBC News Indonesia.

Tapi persoalannya kenapa sampai bisa obat yang
beredar justru menjadi racun? Ini yang harus ditelusuri
dari sumber bahan bakunya sampai proses produksinya,
kata Masteria.

“Kalau bahan baku itu yang digunakan itu impor,
kemudian bahan yang digunakan itu sama. Produsennya
sama. Industri yang ada di Indonesia. Ya kita cek
produsen yang mengimpornya itu,” katanya.  bbcbbcbbcbbcbbc

terkendala tidak bisa masuk lokasi akibat dihalang
warga.

Permasalahan itu timbul berawal dari adanya
permohonan pendaftaran konversi TMA diatas
sebagian tanah bekas Lapangan Terbang Gadut
dari masyarakat Jorong Pulai Sungai Talang Bukik
Lurah dan Jorong Pandam Gadang Ranggo Malai.

Pada 2013, BPN mengadakan rapat dalam
membahas masalah status tanah tersebut yang dihadiri
perwakilan TNI AU dan Pemkab Agam.

Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perkim Sumbar,
Darmansyah mengatakan apa yang dilakukan hari
ini merupakan dasar dalam mengumpulkan data
untuk bahan yang akan dibawa ke pusat.

“Ini akan menjadi bahan ekspos Gubernur
Sumbar saat ada pertemuan di Yogyakarta pada
27 Oktober 2022,” katanya.   yusrizal/antyusrizal/antyusrizal/antyusrizal/antyusrizal/ant

Menurut dia kedua partai harus duduk bersama
membahas dua nama yang kemudian diusulkan
kepada DPRD Padang.

“Dulu di awal saat PAN mengusulkan satu nama,
PKS mengusulkan dua nama, sekarang ketika PKS
mengusulkan nama baru, PAN karena sudah terlalu
lama diam lagi,” kata dia.

Ia mengaku tidak mau mau disalahkan karena
saat ini masih sendiri sementara persoalannya ada
di partai politik dan informasi yang beredar tidak
utuh.

Hendri yang juga menjabat Ketua DPD PAN
Kota Padang itu menyampaikan, untuk memutuskan
nama Calon Wakil Walikota Padang dari partainya
juga harus melibatkan pengurus partai di provinsi
hingga pusat.

“Jadi saya juga tidak bisa memutuskan sendiri,”
ujarnya.

Ia menyampaikan saat ini PAN dan PKS kembali
melakukan penjajakan dan untuk menghindari
konflik kepentingan ia memutuskan tidak terlibat
langsung.

Kekosongan kursi Wakil Walikota Padang berawal
dari terpilihnya Walikota Padang Mahyeldi sebagai
Gubernur Sumbar pada pilkada gubernur 2020.

Setelah Mahyeldi dilantik sebagai Gubernur
Sumbar, kursi Walikota secara otomatis diisi oleh
Wakil Walikota Hendri Septa yang berasal dari PAN.

terdapat dua etnis yang mendiami wilayahnya dengan
karakteristik yang berbeda. Masyarakat Mentawai
memiliki karakteristik berupa penduduk yang memilih
agama Kristen dan Katolik, penggunaan bahasa
Mentawai sebagai bahasa sehari-hari, memiliki
kekerabatan garis keturunan patrilineal.

Hegemoni budaya Minangkabau terhadap budaya
Mentawai yang terjadi sejak lama. Salah satunya
saat 1970-an dalam penamaan wilayah terkecil
di Mentawai yang dikenal dengan istilah ‘laggai’
diganti menjadi ‘nagari’ seperti penamaan pada
wilayah Sumatera Barat pada umumnya. Selain
itu, beberapa diskriminasi budaya lainnya kerap
kali dialami oleh masyarakat Mentawai, seperti
stigma tentang perempuan Mentawai, transmigrasi
lajang yang diberlakukan ke wilayah Mentawai,
dan penggunaan jilbab bagi siswi nonmuslim pada
sektor pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga
menengah.  Sehingga, Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat tersebut
telah tidak mengakomodir dan menegaskan eksistensi
adat istiadat Mentawai sebagai ciri khas masyarakat
beretnis Mentawai. UU ini hanya mengakomodir
karakteristik adat budaya Minangkabau. Padahal
di provinsi ini terdapat dua etnis masyarakat yang
bukan merupakan pendatang atau perantauan. Kedua
etnis ini merupakan penduduk asli  yang mendiami
wilayah geografis dan administratif Sumatera Barat
sejak dahulu.   sripujianti/mksripujianti/mksripujianti/mksripujianti/mksripujianti/mk

organisasi ini berkarakter inklusif, bekerjasama
dengan siapapun, termasuk dengan etnis Tionghoa.
Kiai Ahmad Dahlan adalah cermin dari tokoh yang
bekerjasama dengan para pemuka agama berbeda.
Penerusnya, Kiai Ibrahim dikenal sebagai sosok
awal yang membina hubungan baik dengan etnis
Tionghoa. Kiai Ibrahim memberi mandat kepada
Haji Abdul Karim Oey untuk berdakwah kepada
keturunan Tionghoa, seperti dicatat Karim Oey
dalam Mengabdi Agama, Nusa, dan Bangsa (1982).

Keturunan Tionghoa yang juga mengabdi di
Muhammadiyah adalah Liem Ho Ho. Mengikuti
jejak pamannya, Liem Ho Ho termasuk generasi
pertama Tionghoa yang datang ke Kalimantan.
Saat itu, dekade 1920-an hingga 1930-an, dunia
sedang mengalami zaman malaise. Di masa itu,
warga Tiongkok hidup dalam kesusahan di tengah
membludaknya kelahiran. Orang-orang Hokkian
banyak yang memilih bermigrasi ke Asia Tenggara
untuk menjemput kehidupan yang lebih baik.

Liem Ho Ho lahir pada 5 November 1920, di
sebuah kota kecil, Hok Tjia. Tepatnya di sebuah
dusun Kau San Jie, di lereng perbukitan gersang.
Saat ini, Hok Tjia dikenal dengan nama Fuqing
(Fuching), kota besar di Provinsi Fujian/Hokkian.
Liem Ho Ho menjadi yatim di umur belia. Di usia
9 tahun, ia merantau sejauh 3000-an kilometer
selama hampir sebulan menuju tanah Borneo dengan
menumpang kapal SS Ban Ho Guan pada Oktober
1930.

Awal mula di tanah rantau, ia menumpang di
rumah pamannya, Liem Ja Seng. Selama lima tahun,
ia membantu berjualan barang pecah belah dan
alat-alat rumah tangga. Sehari-hari ia berinteraksi
dengan masyarakat lokal muslim. Pada 1935, Liem
Ho Ho memeluk agama Islam, menjalani prosesi
khitan, dan berganti nama menjadi Norlias. Pada
1955, ia naik haji, dan kemudian namanya diganti
menjadi Abdul Halim.

Kiprah Haji Abdul Halim merentang dari aktivis
Muhammadiyah hingga tokoh pendiri organisasi

Sejak dilantiknya Hendri Septa sebagai Walikota
Padang sisa masa jabatan 2019-2024 pada 7 April
2021, sudah 1 tahun 6 bulan kursi Wakil Walikota
Padang kosong.

Berdasarkan aturan, pemilihan Wakil Walikota
dipilih oleh DPRD Padang melalui pemungutan
suara dengan mekanisme partai pengusung yaitu
PAN dan PKS mengusulkan dua nama.

Awalnya PKS mengusulkan dua nama sebagai
calon wakil Walikota yaitu Ketua DPD PKS Padang
Muharlion dan Sekretaris MUI Kota Padang Mulyadi
Muslim.

Kemudian, PKS kembali mengusulkan nama baru
sebagai calon Wakil Walikota Padang pada Oktober
2022 yaitu Hendri Susanto yang sebelumnya pernah
menjadi Calon Bupati Sijunjung pada pilkada 2020.

Hendri Susanto merupakan politisi PKS dan pernah
menjadi anggota DPRD Sijunjung periode 2014-
2019 dan periode 2019-2024.

Sementara, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat
Nasional menetapkan Ekos Albar sebagai calon wakil
Walikota Padang untuk mendampingi Walikota
Padang Hendri Septa sisa periode jabatan 2019-
2024.

Hingga kini kedua partai belum ada titik temu
untuk mengusulkan dua nama tersebut untuk
kemudian dikirim ke DPRD guna dilakukan
pemilihan.   ikhwan/antikhwan/antikhwan/antikhwan/antikhwan/ant

Persatuan Islam Tinghoa Indonesia (PITI). Ia sangat
mencintai Indonesia. Ketika angresi militer Belanda
II, ia berjihad di Kota Rantau dan menjadi pemasok
logistik bagi para pejuang, bahkan sempat mendekam
di penjara Belanda. Meskipun berperan besar, ia
pernah kecewa ketika pada 1959-1960, ada larangan
berwirausaha bagi warga negara keturunan.

Meskipun tidak pernah menempuh pendidikan
formal, ia diamanahi menjadi Ketua Bagian
Pengajaran Muhammadiyah Rantau pada 1949-
1957. Pada 1957-1965, menjadi Ketua Ranting
Muhammadiyah Rantau. Ia menjadi penggerak
pembangunan SMP Muhammadiyah Rantau pada
1954, menginisiasi pendirian Langgar
Muhammadiyah/Masjid Mujahidin, pembangunan
Jembatan Kilat, Klinik PKO, hingga mengupayakan
alat drum band.

Ide pendirian SMP Muhammadiyah berawal
ketika anaknya memasuki usia SMP dan tidak
menemukan sekolah di Kota Rantau. Saat itu, hanya
ada SMP Negeri di Banjarmasin. Liem Ho Ho
mengusulkan ide itu ke pengurus Muhammadiyah.
Mulanya, SMP ini meminjam gedung SR
Muhammadiyah. Perlahan, diupayakan lahan dan
gedung sendiri. Guna menggalang dana, Liem Ho
Ho bersama pengurus Muhammadiyah-Aisyiyah
Rantau mengadakan warung amal yang menjual
nasi, sop, soto, mie, sate, hingga lontong. Ia juga
mengerahkan anak-anaknya memanfaatkan lahan
bantaran sungai untuk menanam sayuran. Hasil
panen sayuran digunakan untuk kas pembangunan
gedung SMP Muhammadiyah.

Menurut anaknya, Salasiah (Liem Sa Sa), Liem
Ho Ho sampai menyediakan rumahnya untuk
persinggahan para aktivis Muhammadiyah. Pada
1951, Buya Hamka dari PP Muhammadiyah turut
menginap di rumah Liem Ho Ho.

Buku ini menceritakan detail kehidupan Liem
Ho Ho yang datang dari China dan menjadi aktivis
Muhammadiyah.   muhammad ridha basri/muhammad ridha basri/muhammad ridha basri/muhammad ridha basri/muhammad ridha basri/
s ms ms ms ms m

seorang filsuf Islam Syed Muhammad Naquib al-Attas,
masalah umat sekarang adalah loss of adab atau hilangnya
adab manusia, hilang adab kepada Allah, hilang adab
terhadap sesamanya dan hilang adab kepada dirinya
sendiri.

Permasalahan yang terjadi sekarang bisa diurai
secara perlahan, jika meresapi kembali pertanyaan diatas
maka yang akan terjadi adalah kesadaran manusia
yang penuh dalam menginsafi hidupnya sehingga
akan memberikan ketenangan jiwa pada dirinya bukan
kerancuan yang melanda jiwanya.

Allah berfirman: Allah menciptakan segala sesuatu
dan Dia memelihara segala sesuatu. (Q.S: Az-Zumar:
62)

Jika manusia sadar dan menginsafi kembali siapa
yang menciptakannya, maka ia akan mengakui bahwa
Allah adalah pemilik semua yang dia punya kemudian
dia merasa bahwa Allah hanyalah satu-satunya penolong
baginya. Secara lisan mungkin kita mengakui itu semua
sebagai hal yang mutlak, tetapi apakah dalam penerapan
kehidupan kita semua sudah bersandar bahwa Allah
satu-satunya pencipta?, satu-satunya penolong? dan
satu-satunya yang pantas di-tauhid-kan?, marilah kita
sejenak merenungi ini.

Kemudian jika rasa kesadaran ini dibangun kembali
dalam benak pikiran dan hati manusia niscaya akan
tumbuh kembali dan menguat kembali rasa ke-tauhid-
an kepada Allah. Ia sadar dan mengakui dirinya adalah
lemah dan tiada sekutu baginya. Dan menanamkan
kembali rasa Tauhidullah dalam hati.

Kemudian melanjutkan pada pertanyaan kedua
yaitu “untuk apa manusia diciptakan di dunia ini?”.
Allah berfirman:  Dan aku tidak menciptakan jin dan
manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-
Ku. (Q.S: Adz-dzariyat:56) 

Ayat ini adalah jawaban yang sangat telak kepada
manusia bahwa tidaklah Allah ciptakan manusia kecuali
hanya untuk beribadah, berarti tujuan utama manusia
diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah.

Dalam membahas mengenai Ibadah, diartikan sebagai
menghamba atau mempersembahkan segala sesuatu
hanya kepada Allah, itulah ibadah. Ibadah bukan terbatas
di masjid saja, terbatas ibadah ritual saja, tetapi Ibadah
adalah totalitas kehidupan dalam segala aspek selama
itu mengerjakan yang baik dan diniatkan hanya untuk
Allah semata.

Bukan berarti Ibadah itu hanya shalat, zakat, puasa
haji saja, tetapi segala aspek dalam kehidupan adalah
ibadah jika diniatkan kepada Allah. Seorang suami
berangkat ke tempat kerja untuk menafkahi keluarganya
dibarengi dengan niat tulus karena Allah itu adalah
Ibadah. Seorang murid yang berangkat sekolah dan
menuntut ilmu itulah Ibadah, seorang pedagang yang

berangkat dari rumah menuju pasar untuk menjajakan
dagangannya dengan jujur dan niat tulus karena Allah
itulah Ibadah; dsb. Maka dari itu jangan sampai kita
membatasi diri dalam membahas Ibadah hanya dalam
ritual saja tetapi Ibadah adalah seluruh totalitas dalam
kehidupan jika menggunakan cara yang baik dan
niat karena Allah.

Mengapa Allah menggariskan penciptaan manusia
hanya untuk beribadah kepada-Nya?, karena Allah
menginginkan manusia selalu
menjaga fitrah kesuciannya.

Kullu Mauludin Yuladu ‘Alal Fitrah. Setiap yang
berasal dari Allah adalah fitrah, jika kita mengingat
kembali perjanjian agung kita kepada Allah ketika
Allah menanyakan ”alastu birobbikum?, kita seraya
menjawab ”balaa..syahidna”, inilah perjanjian yang
boleh disebut ”mitsaqon gholizho”.

Kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita dan kita
menjawab seraya dengan tegas ”kami setuju dan menjadi
saksi”. Disinilah seluruh manusia diberikan fitrah dengan
mengakui Allah sebagai pencipta.

Kemudian setelah persaksian tersebut manusia
dilahirkan ke dalam dunia ini, dan setiap manusia
pasti mempunyai salah atau silap dan disinilah fungsi
Ibadah agar selalu menjadi ”Tazkiyatun Nafs”atau
pembersihan jiwa. Apabila manusia selalu membersihkan
dirinya, jiwanya dan hatinya maka dalam proses ini
akan membentuk hati yang selamat yaitu ”Qolbun
Salim”.

Selanjutnya implikasi dari hati yang selamat ini
akan memberikan ketenangan jiwa yaitu ”Nafsul
Muthmainnah” jiwa yang tenang karena telah terproses
dengan ibadah, tazkiyatun nafs, mempunyai qolbun
salim kemudian mencapai pada jiwa yang tenang Nafsul
Muthmainnah.

Kemudian melanjutkan pada pertanyaan yang ketiga,
“kepada siapa kita akan kembali?”. Apabila manusia
sudah merasakan ketenangan jiwa karena tertanam
“nafsul muthmainnah”, ingatlah Allah telah menyiapkan
panggilan dengan panggilan spesial, panggilan kembali
dengan panggilan ”Yaa Ayyatuhan nafsul muthmainnah
‘irji’i ila robbiki rodhiyatan mardhiyah fadkhulii fii
‘ibaadii wadkhulii jannatii” (Q.S. Al-Fajr: 27-30).  27.
Hai jiwa yang tenang. 28. Kembalilah kepada Tuhanmu
dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. 29. Maka
masuklah ke dalam jama’ah hamba-hamba-Ku, 30.
masuklah ke dalam syurga-Ku. (Q.S. Al-Fajr: 27-30)

Inilah ayat yang menjawab pertanyaan ketiga. Semua
manusia akan kembali pada Allah tetapi kita akan
kembali dalam keadaan bagaimana?, sedangkan Allah
telah memerintahkan kepada jiwa yang tenang untuk
memasuki surganya, adakah pilihan kembali lebih
baik selain surga?, marilah kita renungkan bersama.
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Kopi Sumbar Diekspor ke Skandinavia
Padang, Khazanah-- Gubernur Sumatera
Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan
akan memasarkan komoditi kopi di
Negara Skandinavia sebagai upaya
pemerintah meningkatkan pasar dan
bisa mendorong peningkatan
produksinya.

"Kopi dari Solok Selatan sudah
dikirim ke Australia dan pada Februari
2023 kami di undang ke Norwegia dan
kopi salah satu komoditi yang akan
dibawa kesana untuk meningkatkan
pemasaran," katanya, saat kunjungan
ke dalam rangka menyerahkan bantuan
dari Bank Syariah Indonesia (BSI) ke
petani Solok Selatan, Minggu.

Dengan kolaborasi yang bagus
antara pemerintah daerah, pusat dan
BSI katanya, akan memberikan hasil
maksimal kepada petani.

Dia berharap, apa yang sudah
dilakukan oleh BSI bisa di ikuti oleh
pengusaha atau Bank lainnya sehingga
bisa meningkatkan kesejahteraan petani.

Dia menyebutkan, pada 2021 nilai
tukar petani di Sumbar meningkat 7,9
poin dibandingkan 2020 dan berharap
2022 lebih baik lagi sehingga
kesejahteraan petani meningkat.

Paling tinggi nilai tukar petani yaitu
sektor perkebunan yaitu 300 persen
karena sekarang ada fokus
pengembangan madu galo-galo dan
kualitasnya salah satu yang terbaik di
dunia.

"Sesungguhnya inflasi tertinggi di
Sumbar tetapi bagi masyarakat tidak
terasa karena pertumbuhan ekonomi
Sumbar di atas lima persen," ujarnya.

Dia menambahkan, mendukung
kemitraan masyarakat dengan koperasi
maupun pihak lainnya untuk
membangkitkan ekonomi.

Bupati Solok Selatan Khairunas
berharap, Pemprov Sumbar melakukan
pembinaan kelompok tani secara
berkelanjutan dan berkolaborasi dengan
Pemkab.

"Dengan dukungan dari berbagai
pihak petani harus bisa meningkatkan
produktivitas sehingga bisa
meningkatkan ekonomi," katanya.

Dia berharap, bantuan dari BSI juga
bisa dalam bentuk teknologi sehingga
petani bisa mengembangkan hasil
produksi dan menghasilkan nilai
tambah.

Dia mengucapkan terima kasih
kepada Pemprov Sumbar yang terus
memperhatikan Solok Selatan di segala
Bidang.

Untuk produksi Kopi Solok Selatan
hingga triwulan III yaitu jenis Arabica
627 ton dengan panen rata-rata 720
kilogram per hektare dalam bentuk kopi
beras.

Sedangkan untuk robusta
produksinya mencapai 1.988 ton dengan
rata-rata panen 934 kilogram per hektare
dalam bentuk kopi beras. ryn/ant

KOMODITI kopi Sumatera Barat akan dipasarkan di Negara Skandinavia sebagai upaya pemerintah meningkatkan pasar dan bisa mendorong
peningkatan produksinya. Sebelumnya, kopi dari Solok Selatan sudah dikirim ke Australia oleh Pemprov Sumbar. DOK

Alek Pacu Jawi
Tanah Datar
Mulai Digelar
Tanahdatar, Khazanah-- Bupati
Tanah Datar Eka Putra membuka
alek nagari Pacu Jawi di Sawah
Liek, Jorong Padang Panjang,
Kecamatan Pariangan, Sabtu (22/
10).

Selama Oktober dan November
2022, kegiatan ini digelar empat
kali tiap Sabtu. Selain yang sudah
berlangsung pada 22 Oktober, tiga
berikutnya masing-masing akan
digelar pada 29 Oktober serta 5
dan 12 November.

Menurut Eka, alek pacu jawi
bukan saja jadi tempat
menyalurkan hobi dan menjalin
silaturahmi bagi masyarakat, tetapi
juga untuk memperkenalkan lebih
jauh adat dan budaya setempat.

Banyaknya pengunjung dalam
alek ini, berkontribusi
meningkatkan perekomian
masyarakat. “Pacu Jawi
mengandung banyak makna. Mari
bersama untuk melestarikannya,
sehingga lebih banyak lagi
menarik wisatawan mancanegara
maupun domestik,” kata Eka,
sebagaimana dirilis Prokopim
Pemkab Tanah Datar.

Ketua Porwi Tanah Datar
Aristo Dt. Indomo mengatakan
Pacu Jawi terlaksana di empat
kecamatan yakni kecamatan
Pariangan, kecamatan Sungai
Tarab, kecamatan Lima Kaum dan
kecamatan Rambatan.

Ia pun mengatakan selama
penyelenggaraan Pacu Jawi tidak
dibolehkan adanya unsur
perjudian. Karena, Pacu Jawi
dilaksanakan hanya untuk
perayaan pasca panen, sebagai
ajang penyaluran hobi dan
silaturahmi.

“Penyelenggaraan Pacu Jawi
sudah lama sekali ada di Tanah
Datar, seiring waktu berjalan. Alek
nagari ini, terus dikembangkan.
Dan tidak ada unsur perjudian
di sini, karena ninik mamak
sangat mengecamnya,” ujar Dt.
Indomo.

Turut hadir pada saat itu,
Bupati Tanah Datar Periode 2005-
2015 M. Shadiq Pasadigoe,
Camat Pariangan Yatriwel, Wali
Nagari Pariangan Edison, Ninik
Mamak, Tokoh masyaralat dan
tamu undangan lainnya. Irfan/lgm
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WUJUDKAN INDONESIA EMAS 2045

Jakarta, Khazanah - Wakil
Presiden RI Ma’ruf Amin
mengatakan diperlukan
pemimpin transformatif yang
terus melakukan perbaikan
berkelanjutan untuk bisa
mewujudkan Indonesia Emas
2045.

“Pemimpin transformatif
yang bisa menggerakkan
dan mengubah, bukan hanya
pemimpin yang baik, tetapi
mampu melakukan
perbaikan, bukan (hanya)
pemimpin yang saleh tetapi
juga muslih, melakukan
perbaikan,” tegas Wapres
saat menyampaikan Pidato
Kebangsaan di Kampus
Universitas Alma Ata
Yogyakarta, Senin,
sebagaimana siaran pers yang
diterima.

Ma’ruf Amin menjelaskan
pemimpin yang transformatif
bukan hanya dapat
mempertahankan hal-hal
lama yang baik, tetapi dapat
menciptakan inovasi baru
yang lebih baik.

“Bahkan saya tambah
paradigmanya, pemimpin
yang dapat melakukan
perbaikan ke arah yang
lebih baik secara
berkelanjutan secara
sustainable,” ungkapnya.

Dia mencermati
Indonesia saat ini masih
memiliki waktu kurang lebih
23 tahun untuk menuju
2045. Untuk itu, ia
mengharapkan kesempatan
23 tahun tersebut agar benar-
benar dimanfaatkan untuk

menyemai dan melahirkan
para pemimpin transformatif
yang bisa membawa
percepatan tercapainya visi
Indonesia Emas.

“Contoh paling konkret
dari pemimpin transformatif
adalah Rasulullah SAW.
Beliau adalah pemimpin
yang berhasil mengubah
masyarakat Arab dari zaman
kegelapan menjadi
masyarakat yang ‘khaira
ummah’ (sebaik-baik umat),”
ujarnya.

Dalam hal ini, menurut
Wapres, Rasulullah berhasil
menginspirasi masyarakat
Arab yang awalnya biasa

saja menjadi masyarakat luar
biasa, bahkan mampu
menaklukkan Imperium
Romawi.

“Rasulullah bisa
mengubah Madinah yang
dulu kampung kecil bernama
Yatsrib, tidak dikenal orang,
sekarang menjadi kota besar
yang mendunia, pusat
peradaban dunia,”
ungkapnya.

Dia berharap perguruan
tinggi, termasuk Universitas
Alma Ata menjadi kawah
candradimuka atau tempat
menggembleng dan
mencetak para pemimpin
reformatif, inovatif, dan

transformatif sebagaimana
dicontohkan Rasulullah
SAW.

Dia memaparkan tiga
poin penting yang harus
dimiliki pemimpin
transformatif, yakni pertama,
semangat cinta Tanah Air.

Kedua, mampu menjaga
komitmen kebangsaan yang
diamanatkan para pendiri
bangsa, yakni NKRI,
Pancasila, UUD 1945, dan
Bhinneka Tunggal Ika.

Ketiga, mampu menjadi
pemakmur bumi dengan
menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi.
(ANT)

BSSN Siapkan Pengamanan Siber
KTT G20 Secara Menyeluruh

Menkes Ajak IDI Perkuat Kolaborasi
Hadapi Tantangan Penyakit

Bahlil Petakan Potensi Investasi
Hadapi Tahun 2023
Jakarta,Khazanah - Menteri
Investasi/Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) Bahlil Lahadalia
mengatakan pihaknya sedang
memetakan perusahaan-
perusahaan yang akan masuk dan
berinvestasi serta perusahaan
eksisting yang akan melanjutkan
investasi di tahun 2023.

“Kami sedang susun
perusahaan-perusahaan apa saja
yang akan datang di 2023 untuk
melakukan investasi dan
perusahaan-perusahaan apa saja
yang eksisting yang tetap akan
melanjutkan investasinya,”
katanya dalam konferensi pers
di Jakarta, Senin.

Pemetaan dilakukan dalam
rangka mencapai target realisasi
investasi 2023 yang dipatok
sebesar Rp1.400 triliun di tengah
kondisi ekonomi “gelap” yang
diramalkan berbagai pihak.

Ia pun mengaku masih ragu
bisa mencapai target tersebut.
Pasalnya, optimisme harus
terukur. Oleh karena itu, pemetaan
dilakukan sebagai dasar bahwa
Indonesia mampu menarik masuk
Rp1.400 triliun investasi di
tengah ketidakpastian ekonomi
global tahun depan.

“Kalau tahun depan saya jujur

Ia juga mengingatkan ribut-
ribut tidak jelas akan dapat
berdampak pada terhambatnya
ekonomi, termasuk investasi.
Pasalnya, tahun 2023 yang juga
tahun politik akan menyebabkan
investor wait and see atau
menahan investasinya sebelum
pemerintahan baru.

“Kalau kalian ribut-ribut
nggak jelas, ribut terus, yang ini
pasti korban karena pasti di tahun
politik terjadi wait and see. Itu
sudah hukum terjadi sejak zaman
baheula,” katanya.

Pada tahun 2022 ini, Bahlil
masih optimis akan dapat
mencapai target realisasi investasi
sebesar Rp1.200 triliun. Ia pun
telah mengantongi data-data
perusahaan yang investasinya
sudah akan dikejar hingga akhir
tahun ini.

“Perusahaan-perusahaan yang
sudah melakukan investasi, yang
sudah 60 persen, 70 persen, yang
mereka harus kejar target sampai
akhir tahun. Kami sudah hitung
by name, jenis usahanya,
investasinya, closing selesainya
kapan. Kami sudah punya data
itu. Jadi tahun ini kami optimis
mencapai target Rp1.200 triliun,”
kata Bahlil. (ANT)

baik,” ujarnya.
Ketua PB IDI Adib Khumaidi

dalam acara puncak HUT IDI di
Bandung, Jawa Barat, siap
mendukung pemerintah di garda
terdepan penanganan masalah
kesehatan.

“IDI turut serta menyukseskan
agenda transformasi kesehatan
demi sistem kesehatan yang kuat
dan tangguh dalam menghadapi

Jakarta,Khazanah - Menteri
Kesehatan RI Budi Gunadi
Sadikin mengajak Ikatan Dokter
Indonesia (IDI) memperkuat
kolaborasi dalam mengatasi
tantangan penyakit menular dan
tidak menular yang terjadi di
dalam negeri.

“Pandemi ini mengajarkan
kita untuk saling berkolaborasi.
Itu penting, karena pemerintah
tidak bisa sendiri, butuh gerakan
bersama dari seluruh komponen
bangsa, termasuk dari IDI,” kata
Budi Gunadi Sadikin dalam
keterangan tertulis di Jakarta,
Selasa.

Budi mengatakan peringatan
HUT ke-72 IDI perlu dijadikan
momentum untuk meningkatkan
sinergi, kolaborasi dalam
mengatasi berbagai masalah
kesehatan di Indonesia.

Di tengah upaya penanganan
pandemi COVID-19, kata Budi,
di saat bersamaan muncul
penyakit hepatitis akut, cacar
monyet dan yang terbaru
gangguan ginjal akut pada anak.

Menurut Menkes, sektor
kesehatan terus diuji, Indonesia

tetap mampu mengatasinya,
karena memiliki kekuatan berupa
modal sosial yang besar serta
sistem kesehatan yang kuat.

“Kemenkes sedang
menjalankan transformasi
kesehatan nasional fokus pada
enam pilar, yakni transformasi
layanan primer, layanan rujukan,
sistem ketahanan kesehatan,
sistem pembiayaan kesehatan,
SDM kesehatan, dan transformasi
teknologi kesehatan,” katanya.

Agenda itu bertujuan untuk
memperkuat sistem kesehatan
nasional agar lebih bermutu,
berkualitas, dan merata dalam
melayani masyarakat di seluruh
pelosok Tanah Air.

Guna mewujudkannya,
Menkes kembali menekankan
butuh bantuan dan dukungan
dari seluruh komponen bangsa.

“Pandemi memperlihatkan
kerapuhan sistem kesehatan
nasional, karenanya harus
direformasi. Kami siapkan enam
transformasi kesehatan.
Targetnya, tahun 2024, kami
bereskan semuanya demi sistem
kesehatan Indonesia yang lebih

saja, masih gelap. Ekonomi 2023
itu gelap. Ini serius, tidak main-
main. Target kita tahun depan
Rp1.400 triliun, naik. Tapi saya
belum bisa pastikan. Apakah
optimis? Kami harus optimis, tapi
kan optimis yang terukur. Jangan
optimis membabi buta,” katanya.

Bahlil menuturkan Indonesia
punya harapan untuk bisa tetap
tumbuh di tengah gelapnya
ekonomi global tahun depan.
Salah satunya, ia mengingatkan
Indonesia perlu menjaga stabilitas
politik dan ekonomi.

Menurut Bahlil, prioritas di
tahun depan adalah untuk
mempertahankan ekonomi demi
kesejahteraan masyarakat. Oleh
karenanya, ia mengimbau agar
tidak perlu ada ribut-ribut soal
urusan lain.

“Kalau saya ditanya, prioritas
sekarang urus orang makan dulu,
penciptaan lapangan pekerjaan
supaya orang bisa dapat duit,
pergi ke rumah sakit, anaknya
bisa bayar sekolah, bisa bayar
makan daripada ribut yang
enggak jelas,” katanya.

Wapres: Perlu Pemimpin Transformatif

Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Universitas Alma Ata, Yogyakarta, Senin (24/10/2022). ANTARA/HO-
BPMI Setwapres

masalah kesehatan saat ini
maupun di masa depan,” katanya.
(ANT)

Teks Foto:
Menteri Kesehatan Budi

Gunadi Sadikin menghadiri
puncak peringatan HUT IDI Ke-
72 yang diselenggarakan di
Bandung, Jawa Barat pada Senin
(24/10/2022). (ANTARA/HO-
Kemenkes).

Jakarta, Khazanah - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah
menyiapkan pengamanan siber dalam gelaran Konferensi Tingkat
Tinggi (KTT) G20 secara menyeluruh, mulai dari sebelum
pelaksanaan, saat pelaksanaan, hingga pasca-pelaksanaannya.

“Hingga saat ini, BSSN telah melakukan berbagai rangkaian
rencana pengamanan siber yang bahkan kita mulai sebelum
pelaksanaan di bulan Juli lalu. Jadi, kita sudah memulai di bulan
Juli hingga nanti saat pelaksanaan dan pasca-pelaksanaan gelaran
KTT G20,” ujar Juru Bicara BSSN Ariandi Putra, dalam konferensi
pers #G20updates bertema “Pengamanan Siber KTT G20”,
sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube FMB9ID_IKP
di Jakarta, Selasa.

Dalam pengamanan siber KTT G20 itu, Ariandi mengatakan
BSSN berperan sebagai sektor pemimpin dan bertugas
mengolaborasikan beberapa rencana pengamanan siber yang juga
dilakukan oleh pemangku-pemangku kepentingan lainnya, seperti
Polri, TNI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
(Kemkominfo), serta sejumlah kementerian/lembaga terkait lainnya.

Di samping itu, tambah dia, BSSN juga menjalin kerja sama
dengan berbagai provider jaringan internet dan juga event organizer
yang mengampu pagelaran KTT G20. Rangkaian kerja sama
itu bahkan sudah dilakukan pula oleh BSSN sejak bulan Juli
lalu.

Lebih lanjut, Riandi memaparkan langkah-langkah yang
dilakukan BSSN terkait dengan pengamanan siber di KTT G20.
Dalam hal itu, BSSN merumuskan tiga klaster dukungan
pengamanan siber, yang terdiri atas pengamanan sebelum, saat,
dan sesudah acara.

“Ini kami lakukan dalam rangka memaksimalkan dan melihat
bagaimana situasi ideal pengamanan siber yang ingin dilakukan
pada saat main event (acara inti) di tanggal 15 dan 16 November
mendatang,” ucapnya.

Pertama, sebelum acara KTT G20, BSSN telah melakukan
audit sistem manajemen keamanan informasi, mengukur tingkat
kematangan keamanan siber, memantau anomali traffic (arus)
berdasarkan laporan pemantauan National Security Operation
Center (NSOC) yang dimiliki BSSN, serta memetakan potensi
ancaman siber.

Kemudian, saat KTT G20 berlangsung, BSSN akan memantau
arus siber dan informasi insiden, mengamankan sinyal dan kontra
pengindraan, serta melakukan forensik digital dan respons terhadap
insiden siber yang terjadi.

“Pasca-event-nya, kami tidak ujug-ujug akan meninggalkan
event (KTT G20) tersebut. Kami juga masih bekerja, masih melakukan
berbagai hal, antara lain pelaksanaan identifikasi celah kerentanan
pengamanan siber,” ujar Riandi.

Di samping itu, tambah dia, BSSN juga melakukan pemetaan
potensi ancaman pengungkapan data dan tetap melakukan forensik
digital serta respons terhadap insiden siber yang terjadi.

Melalui rangkaian langkah pengamanan itu, BSSN berharap
situasi ideal pengamanan siber KTT G20 di Nusa Dua, Bali,
pada 15 dan 16 November 2022 mendatang benar-benar terwujud
dan terlaksana dengan baik. (ANT)

Tangkapan layar - Juru Bicara BSSN Ariandi Putra, dalam konferensi
pers #20updates bertema “Pengamanan Siber KTT G20”, sebagaimana
dipantau melalui kanal YouTube FMB9ID_IKP di Jakarta, Selasa (25/
10/2022). ANTARA/Tri M Ameliya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berjalan usai mengikuti sidang
kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/
10/2022). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.
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BELUM URUS SKKT

Tim PORA Pasbar Temukan Dua Pekerja Asing di PT LIN

KETUA PERADI PADANG, MIKO KAMAL

Berkendara di Atas Trotoar
Melanggar Hukum

Padang, Khazanah-- Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC)
Perhimpunan Advokat Indonesia  (Peradi) Padang Miko
Kamal, mengingatkan kepada peserta didik, agar selalu
mentaati hukum.

"Sebagai warga negara Indonesia, kita harus taat kepada
hukum yang ada,"kata ketua DPC Peradi Kota Padang,
saat memberikan materi tentang hukum tawuran, lalu lintas,
informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan hukum
kebersihan pada gelaran Peradi Goes to School (PGtS)
di SMAN 10 Padang, Selasa (25/10).

Ketua DPC Peradi Padang Miko Kamal menyampaikan
bahwa, persepsi masyarakat tentang penegakan hukum
yang tajam ke bawah tumpul ke atas ada benarnya.

"Tapi, apapun alasannya, persepsi itu harus diubah.
Penegakan hukum harus tidak diskriminatif. Tajam ke
bawah dan tajam juga ke atas," ujarnya.

Ia berharap, generasi muda yang sekarang duduk di
bangku akan menjadi pionir dalam terwujudnya penegakan
hukum di masa yang akan datang.

Miko Kamal yang merupakan doktor hukum alumni
Macquarie University Sydney Australia itu menyampaikan,
pentingnya penghormatan terhadap pejalan kaki yang
menggunakan trotoar.

"Pengendara kendaraan yang berkendara di atas trotoar
diancam hukuman penjara maksimal 2 bulan atau denda
paling banyak Rp. 500.000, sebagaimana yang diamanatkan
UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan  Sebab itu, untuk menghindari sanksi hukum. Ia
berpesan agak anak-anak jangan sekali-kali berkendara
di atas trotoar," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
Hendrayadi, mewakili Kepala Sekolah M. Isya, kehadiran
tim PGtS Peradi dapat merangsang kesadaran para siswa
untuk selalu taat hukum. Disamping itu, Hendrayadi juga
mengharapkan siswa yang hadir akan menjadi kader sadar
hukum yang menjadi agen perubahan dalam bidang hukum
di tengah teman-temannya.

Dalam kegiatan tersebut, tampak pengurus DPC Peradi
Padang. Para siswa/siswi tampak senang dengan kegiatan
tersebut.   Murdiansyah Eko

DI PAMERAN BERSAMA

Perhiasan Koto Gadang dan
Yogyakarta Disandingkan

Padang, Khazanah- Dua daerah berbeda dengan arti nama yang
sama, Koto Gadang Agam dan Kota Gede Yogyakarta mengadakan
pameran bersama di Museum Adityawarman Kota Padang.

Pameran yang bertema "Kerajinan Budaya Hasil Tambang"
ini akan menampilkan berbagai perhiasan yang terbuat dari
emas, perak, dan 'suaso' sebanyak 90 item, 15 item perhiasan
perak dari Kota Gede dan 75 item koleksi dari museum
Adityawarman yang diantaranya adalah perhiasan dari Nagari
Koto Gadang Agam.

Pameran bersama tersebut akan digelar 26-30 Oktober 2022
di ruang utama pameran lantai I Museum Adityawarman dan
tidak dipungut biaya bagi pengunjung yang ingin menyaksikan
pameran perhiasan.

Kepala Museum Adityawarman Dewi Ria mengatakan, ia
ingin menyandingkan perhiasan perak dari dua daerah yang
memiliki arti nama yang sama dan sama-sama memiliki koleksi
yang khas daerah setempat yaitu perak.

Selain itu, pameran bersama juga bertujuan untuk
mengingatkan dan mengedukasi masyarakat bahwa Sumbar
kaya akan budaya, kerajinan tangan, perhiasan dari hasil tambang.
"Saat ini kita memiliki 300 koleksi khusus perhiasan dari emas,
perak dan suaso. Kandungan emasnya juga beragam, ada juga
yang 24 karat," ungkapnya, Selasa (25/10).

Dewi menyampaikan perhiasan tersebut belum sekalipun
dipamerkan, bahkan sejak museum Adityawarman diresmikan
pada 1977. Salah satu alasan adalah persoalan keamanan karena
sebagian koleksi perhiasan tersebut adalah emas 24 karat.

"Kebetulan pada bulan Oktober 2022, Dinas Kebudayaan
DI Yogyakarta sedang melakukan pameran keliling yang salah
satu koleksinya perhiasan dari Kota Gede. Kami langsung
menggandeng Dinas Kebudayaan Yogyakarta untuk pameran
bersama," tuturnya.

Kurator Museum DI Yoyakarta Setiadi mengatakan ada sekitar
15 perhiasan perak dari Kota Gede yang akan dipamerkan
di Padang. Tidak hanya itu, ia bersama rombongan juga membawa
museum mini yang berisi replika beberapa koleksi, peralatan
pembuat kerajinan perak, audio visual dan koleksi pengrajin.

Ia juga menyebut secara spesifik belum ada kaitan sejarah
antara kerajinan perak Koto Gadang dari Sumbar dengan Kota
Gede dari Yogyakarta. Namun ada kemungkinan hubungan
motif. Menurut cerita yang berkembang, pada zaman kolonial
ada istri pejabat Pemerintahan Hindia Belanda yang suka
membawa motif dari daerah untuk dibuatkan perhiasan perak
di Kota Gede. Motif itu diantaranya dari Palembang dan Sumbar.
  Rina akmal

Bawaslu Bertekad Gali Indikator Kerawanan Pemilu
Rinto.

Sedangkan Dinka Farisi
menambahkan, secara kontruksi
IKP 2024 itu ada empat dimensi
yakni partisipasi, kontestasi,
konteks sosial politik, dan
penyelenggara pemilu.

Selanjutnya, lanjut Dinka,
ketika ada 10 kejadian indikator
kerawanan, dan dengan lokus
berbeda, jadi pihak Bawaslu
daerah tetap menjelaskan secar
rinci seperti apa kerawanan yang
muncul, contoh adanya upaya
intimidasi terhadap
penyelenggaraan pemilu.

Dia menerangkan, perbedaan
IKP yang kini, Bawaslu yang
pilih data potensi munculnya ikp,
misalnya adanya indikasi
intervensi terhadap.

Namun, sambung dia, ketika
proses pengumpulan data resmi
tidak didapat, itu bisa diambil
dari media cetak dan elektronik
yang dengan catatan punya
kredibilitas yamg bisa dipercaya.

"Sebelum pengumpulan data
IKP 2024 ini, pimpinan Bawaslu
daerah harus tentukan dulu
instansi yang akan dituju, namun
lebih dulu harus diiringi dengan
dokumen resmi ke pihak
bersangkutan," kata Dinka.  ist

Tinggal Terbatas (KITAS),"
ujarnya.

Menurutnya pihaknya
bersama Kantor Imigrasi Kelas II
Non TPI Agam, TNI, Polri,
Kejaksaan Negeri Pasaman Barat,
Badan Kesbangpol, pengawas
tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja
Pasaman Barat, Badan Intelijen
Negara dan Camat Kinali
melakukan pengawasan mengecek
tidak saja sisi keimigrasiannya
tetapi juga dari tenaga kerja, capil
dan Badan Kesbangpol apakah
ada gangguan dengan sekitar
lingkungan.

"Kita ingin memastikan tenaga
pekerja asing itu izinnya lengkap
dan tidak ada gangguan
lingkungan," ujarnya.

Ia mengimbau kepada
perusahaan yang mempekerjakan
tenaga asing agar melengkapi
seluruh perizinan yang ada.
Misalnya izin tinggal keimigrasian,
surat keterangan tempat tinggal
dan lainnya.

"Data terakhir pekerja asing
yang memegang KITAS di
Pasaman Barat ada 39 orang
pekerja. Diminta agar tidak ada
yang menyalahi perizinan,"
tegasnya.

Pengawas tenaga kerja
Pasaman Barat Andra menegaskan
agar perusahaan benar-benar
melengkapi seluruh perizinan yang
ada sehingga tidak menjadi
masalah dikemudian hari.  ant

Dipastikan untuk tenaga kerja
asing di PT LIN hanya dua orang,"
katanya.

Sekretaris Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Pasaman Barat
Yosmar Difia mengatakan tim
gabungan turun ke perusahaan
untuk memastikan seluruh
perizinan pekerja asing yang ada.

"Semua izin harus dilengkapi
agar tidak terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan dikemudian hari
yang bisa menggangu keamanan
ketertiban masyarakat termasuk
SKTT," harapnya.

Kepala Sub Bagian Intelijen
Keimigrasian Kementrian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Dwi
Avando Farid mengatakan tim
gabungan melakukan inspeksi
mendadak ke PT LIN Kinali
melihat kelengkapan perizinan
tenaga kerja asing di perusahaan
itu.

Pihaknya usai turun ke
perusahaan membenarkan ada dua
orang tenaga kerja asing.

Dari dua orang pekerja asing
itu satu orang yang berada di
tempat yakni Arman Bin Saat (46)
sedangkan satu orang lagi sedang
pulang ke Malaysia.

Pihaknya juga memeriksa
berkas perizinan keduanya. Dari
sisi keimigrasian berkas perizinan
keduanya lengkap dan tidak ada
ditemukan pekerja asing lainnya
selain dua orang itu.

"Keduanya memiliki Kartu Ijin

Simpang Empat, Khazanah - Tim
Gabungan Pengawasan Orang
Asing (PORA) Kabupaten
Pasaman Barat, menemukan dua
orang tenaga pekerja asing di
perusahaan kelapa sawit PT Inter
Larasnusa Kinali yang belum
mengurus Surat Keterangan
Tempat Tinggal (SKTT)

"Dari data yang kami peroleh
dua tenaga kerja asing atas nama
Arman Bin Saat (46) dan
Karthiban Nagappan (35) dari
Malaysia yang bekerja sebagai
Plantation Manager atau manager
kebun belum mengurus SKTT, "
kata perwakilan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
Pasaman Barat Harisantoni usai
melakukan inspeksi mendadak tim
gabungan PORA, Selasa.

Menurutnya perusahaan yang
memperkerjakan tenaga asing
harus mengurus SKTT 14 hari
setelah memiliki Kartu Ijin
Tinggal Terbatas (KITAS),"
tegasnya.

Pihaknya menunggu niat baik
dari perusahaan agar mengurusnya
segera.

"Kami tunggu satu dua hari
ini agar mengurus SKTT karena
ini wajib ada. Jika tidak maka
akan dilakukan tindakan sesuai
aturan yang ada," tegasnya.

Humas PT LIN Kinali Yudi
mengucapkan terima kasih atas
pengawasan yang dilakukan oleh
tim PORA.

"Memang benar SKTT belum
kami urus. Kekurangan perizinan
akan kami lengkapi secepatnya.

IKP 2024 itu.
Dia juga menambahkan,

pihaknya juga minta waktu untuk
sosialisasikan IKP 2024 ini
dengan beberapa pihak terkait
lainnya yang ada di Pasbar soal
IKP 2024 tersebut.

Sedangkan staf Bawaslu
Sumbar Rinto Amarta Wiguna
menerangkan, tujuan sosialisasi
menyangkut pendataan IKP
pemilu dan pemilihan 2024 yang
ditugaskan Bawaslu RI, agar
nantinya Bawaslu kabupaten kota
memahami tata cara membuat dan
pengisian daftar IKP 2024 ini.

Rinto menyebutkan, ada
beberapa level dalam pola pengisi
IKP itu, kemudian pengisiannya harus
disesuaikan dalam bentuk kerawanan.

"Kalau memang ditemukan
pihak bawaslu misalnya tingkat
kerawanan rendah, sedang dan
tinggi, misalnya terkait kasus
intimidasi terhadap
penyelenggaraan pemilu, terkait
unsur sara dan potensi kerawanan
lainnya.

Termasuk juga menuliskan
jumlah kasus yang terjadi lalu
kemudian dibuatkan narasinya.

"Yang penting diperhatikan,
Bawaslu harus jelas dari mana
sumber datanya didapat," sebut

berbeda dari sebelumnya.
Kali ini, lanjutnya, penyajian

laporan IKP 2024 yang dibuat
Bawaslu di daerah lebih
menitikberatkan pada bentuk
narasi dan dokumen pendukung
resmi yang menarasikan variabel
dari indikator IKP yang dibuat
itu.

Sedangkan, Ketua Bawaslu
Pasbar, Emra Patria menjelaskan,
Untuk saat ini dirinya masih
sesuaikan variabel IKP 2024
yang sekarang dikeluarkan
Bawaslu RI.

"Soalnya, pola penyajian IKP
2024 kali ini memang berbeda.
Dulu hanya dalam bentuk
kuisioner saja. Namun kini selain
kuisioner, kami juga harus
menuliskan atau menarasikan
secara detail kejadian yang
berpotensi pada kerawanan
pemilu, termasuk harus
menuliskan berapa kali kejadian
itu kami temui atau kami
tangani," kata Emra Patria.

Meski pola identifikasi IKP
2024 berbeda, Emra Patria
mengaku pihaknya bertekad
dalam waktu dekat atau pada
November depan akan berikan
arahan pada jajarannya di Pasbar
untuk memahami pemberlakuan

Simpang Empat - Di pemilu dan
pemilihan 2024 mendatang,
Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) ingin menggali lebih
dalam lagi indikator kerawanan
pemilu (IKP) pemilu dan
pemilihan 2024.

Hal itu sesuai arahan yang
diberikan Bawaslu RI kepada
jajarannya mulai dari tingkat
provinsi hingga kabupaten kota.

Seperti disampaikan Kabag
Pengawasan Bawaslu Sumbar,
Andi Bastian bersama tim yang
terdiri Dinka Farisi, Rinto Amarta
Wiguna saat dialog langsung
dengan Ketua Bawaslu Pasaman
Barat (Pasbar), Selasa (25/10).

"Dulu indikator Indeks
Kerawanan Pemilu (IKP) pada
pemilu 2019 lalu, Bawaslu RI
membuat 162 indikator IKP di
pemilu 2019 dan pemilihan 2020,
namun untuk pemilu dan
pemilihan 2024 nanti, Bawaslu
RI merilis ada 61 bentuk
indikator IKP Jumlah itu
diperkecil, namun tidak
mengurangi nilai bobotnya," kata
Andi Bastian saat dialog itu.

Andi Bastian juga
menyebutkan, meski indikator
IKP 2024 diperkecil, namun dalam
penyajian laporannya juga

Tim gabungan Pengawasan Orang Asing (PORA) Pasbar saat
memeriksa berkas perizinan tenaga pekerja asing di PT LIN Kinali,
Selasa. (Antara/Altas Maulana).

Tim Bawaslu Sumbar yang dipimpin Kabag Pengawasan, Andi
Bastian dengan Ketua Bawaslu Pasbar, Emra Patria dialog terkiat
penyusunan IKP pemilu dan pemilihan 2024 di daerah itu, Selasa
siang (25/10).

Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia  (Peradi) Padang Miko Kamal, memberikan penyuluhan hukum
kepada peserta didik dan juga memberikan buku kepada salah seorang peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan. Ist
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Prabowo Menang di
Elektabilitas
Jakarta, Khazanah-- Hasil survei dari Survey dan Polling
Indonesia (SPIN) yang dilakukan pada tanggal 7 sampai
16 Oktober 2022 menunjukkan bahwa Prabowo Subianto
menempati posisi elektabilitas tertinggi dengan raihan
skor sebesar 31,6 persen.

Temuan hasil survei oleh SPIN tersebut dilakukan untuk
mengukur situasi konstelasi politik kepemimpinan nasional
2024 setelah deklarasi pencapresan Anies Baswedan oleh
Partai NasDem pada awal Oktober lalu.

"Prabowo di samping bertengger di posisi puncak
elektabilitas, ia juga justru memperoleh peningkatan
perolehan dukungan di angka 31,6 persen," kata Direktur
SPIN Igor Dirgantara dalam rilis surveinya sebagaimana
keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Sementara tingkat elektabilitas tertinggi kedua diduduki
oleh Ganjar Pranowo dengan raihan suara 19,3 persen,
disusul oleh Anies Baswedan sebesar 11,5 persen.

Ia menyebut bahwa elektabilitas Ganjar masih berkutat
dan stagnan di bawah angka 20 persen, sementara Anies
setelah pendeklarasiannya sebagai capres oleh Partai NasDem
justru menurun sebesar 2,7 persen dari tingkat elektabilitas
sebesar 14,2 persen pada Juli.

Di luar tiga nama teratas tersebut, berikut raihan tingkat
elektabilitas tokoh nasional yang disodorkan dalam
pertanyaan tertutup bila Pilpres 2024 dilaksanakan hari
ini, yakni posisi keempat ditempati oleh Ridwan Kamil
sebesar 9,3 persen.

Kelima, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan
skor 6,1 persen; keenam, Khofifah Indar Parawansa dengan
skor 4,2 persen; ketujuh, Puan Maharani dengan skor 2,9
persen; kedelapan, Muhaimin Iskandar dengan skor 2,6
persen.

Kesembilan, Erick Thohir dengan skor 2,2 persen;
kesepuluh, Airlangga Hartarto dengan skor 1,7 persen;
kesebelas, Dedy Mulyadi dengan skor 1,3 persen; kedua
belas, Surya Paloh dengan skor 1,2 persen.

Lalu berturut-turut ditempati oleh Andika Perkasa dengan
skor 1,1 persen, Zulkifli Hasan 0,2 persen. Kemudian Suharso
Monoarfa, Ahmad Syaikhu, La Nyalla Mahmud Mattalitti
dan Sekti Wahyu Trenggono sama-sama meraih elektabilitas
sebesar 0,1 persen.

Adapun dalam survei disebutkan bahwa jumlah pemilih
yang belum menentukan pilihan (undecided voters) mencapai
4,4 persen.

Temuan hasil survei kepemimpinan nasional 2024 oleh
SPIN itu dilakukan terhadap 1.230 responden di 34 provinsi
di Indonesia dengan metode penarikan acak bertingkat
(multistage random sampling). ryn/ant

PDIP Puncaki
Elektabilitas Parpol
Jakarta, Khazanah-- Survei Litbang Kompas terbaru
menunjukkan elektabilitas PDIP, Gerindra, dan Demokrat
di posisi tiga teratas. Berdasarkan survei yang digelar pada
24 September-7 Oktober 2022, elektabilitas PDIP berada
di puncak dengan angka 21,1 persen.

Kemudian, Gerindra dengan elektabilitas 16,2 persen,
Demokrat dengan elektabilitas 14 persen, dan Partai Golkar
dengan elektabilitas 7,9 persen. Keempat partai ini masuk
dalam kategori partai papan atas.

Selanjutnya, di kategori papan menengah dan bawah,
ada PKS dengan elektabilitas 6,3 persen, PKB dengan
elektabilitas 5,6 persen, Perindo dengan elektabilitas 4,5
persen, dan NasDem dengan elektabilitas 4,3 persen.

Ada pula PAN dengan elektabilitas 3,1 persen dan
PPP dengan elektabilitas 1,7 persen.

Berdasarkan survei ini, selisih elektabilitas partai politik
yang berada di posisi tiga teratas semakin sempit sekitar
1,5 tahun menjelang Pemilu 2024.

Menurut Litbang Kompas, dengan kian ketatnya
kompetisi di antara partai-partai politik, terutama yang
memiliki ceruk suara mirip, partai yang ingin merebut
suara pemilih mesti mampu mengoptimalkan mesin partai,
lebih sensitif pada aspirasi pemilih, serta menguatkan
personifikasi partai dengan tokoh penggaet suara.

Survei Litbang Kompas dilakukan dengan mewawancarai
1.200 responden yang dipilih secara acak menggunakan
metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 Provinsi.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen
dengan margin of error penelitian sebesar kurang lebih
2,8 persen.

Selain itu, berdasarkan survei Populi Center di DKI
Jakarta pada 9-16 Oktober 2022, parpol dengan elektabilitas
tertinggi yaitu PDIP dengan angka 18,3 persen.

Kemudian, disusul PKS 14,7 persen, Gerindra 12,8 persen,
Demokrat 8,7 persen, Golkar 6,7 persen, NasDem 5,2 persen,
PKB 5 persen, dan PPP 4,7 persen.

Kemudian, berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia
yang dirilis 2 Oktober, elektabilitas PDIP dinyatakan sebesar
26 persen, Gerindra 11,9 persen, Golkar 9,8 persen, serta
Demokrat 8,3 persen. ryn/cnn

Nasdem, Demokrat dan PKS Sepakat Berkoalisi

PENGUSIAN KURSI WAWAKO PADANG

PAN-PKS Harus Duduk Bersama

didorong oleh pemerintah daerah
termasuk DPRD. Peran tersebut di
antaranya dengan penyusunan data
kependudukan untuk Pemilu, memastikan
netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN),
hingga membantu KPU bisa bekerja
dengan maksimal tanpa hambatan.

“Peran DPRD juga sangat penting
di sini, baik itu kepala daerah dan
DPRD. Kemudian (perlu juga)
dukungan SDM, keamanan, kemudian
pendidikan politik. Apabila ini kita
kerjakan bersama maka wajah
demokrasi kita akan semakin baik,”
kata Suhajar. ryn/tmp

bersama, pemerintah daerah maupun
DPRD. Kemudian kampanye juga agar
dipersingkat agar tidak menimbulkan
perpecahan di antara kita. Lalu seluruh
aparat negara akan dikerahkan untuk
kelancaran proses mulai dari awal sampai
dengan selesai,” kata dia.

Menurut Suhajar, arah politik dan
hukum dari keserentakan Pemilu 2024
adalah memperkuat sinkronisasi visi dan
misi presiden dengan visi dan misi kepala
daerah. Oleh karena itu, nantinya perlu
dipastikan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) yang
dimulai pada tahun 2024 masanya sama

Sebagaimana arahan Presiden Joko
Widodo, Pemilu akan dilaksanakan
sesuai jadwal pada 14 Februari 2024
nanti. Menurut Suhajar, penyelenggara
Pemilu dan stakeholder terkait harus
mendukung secara penuh program
pemerintah tersebut.

Jajaran Komisi Pemilihan Umum
(KPU) juga perlu menjaga dan
meningkatkan kualitas penyelenggaraan
Pemilu, serta berhati-hati dalam aspek
teknis agar tidak menjadi isu-isu politik
yang tak terkendali.

“Tentunya apa yang dijalankan di
lapangan seluruhnya harus kita dukung

dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) kepala daerah
seluruh Indonesia. Pelaksanaan tujuan
ini menjadi tanggung jawab bersama.

“Sukses Pemilu dan Pilkada serentak
ini adalah tanggung jawab kita bersama.
Tanggung jawab penyelenggara (Pemilu),
KPU, Bawaslu, dan DKPP. Tanggung
jawab kita pemerintah, baik pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah.
Pemerintah daerah adalah kepala daerah
dan DPRD,” kata dia.

Suhajar mengatakan guna kesuksesan
Pemilu perlu juga dukungan dari
masyarakat yang keaktifannya harus

Jakarta, Khazanah-- Sekretaris Jenderal
(Sekjen) Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) Suhajar Diantoro
mendukung Pelaksanaan Pemilihan
Umum (Pemilu) 2024 yang kondusif.

Hal itu dikatakannya saat Rapat
Koordinasi (Rakor) Asosiasi DPRD
Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan
Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh
Indonesia (ASDEPSI) dengan tema Rakor
“Peran ADPSI dalam rangka Menciptakan
Situasi yang Kondusif Menjelang Pemilu
Serentak pada Tahun 2024” di Hotel
Borobudur Jakarta, Senin 24 Oktober
2022.

hanya mendapatkan puji sanjung,
fitnah, syirik, dengki, khianat, nah
itu nanti yang akan dihadapi Nasdem.
Yang penting Nasdem harus bersiap
menghadapi situasi seperti itu," ujar
Surya.

Demokrat Legowo
Sementara Anggota Majelis

Tinggi Partai (MTP) Demokrat Syarief
Hasan mengatakan pihaknya bakal
menerima apabila Agus Harimurti
Yudhoyono (AHY) tak dipilih untuk
menjadi calon wakil presiden
(cawapres) mendampingi Anies
Baswedan.

Namun ia menegaskan hal itu
mesti disertai penjelasan yang logis
dan realistis.

“Kalau ada calon yang lebih
diyakini bisa memenangkan pasangan
itu selain Anies-AHY dengan alasan

realistis dan faktual, tentu Partai
Demokrat bisa legowo menerima,”
papar Syarief.

Menurutnya yang kemudian
mesti dijawab adalah sebesar apa
elektabilitas kandidat cawapres Anies
selain AHY. "Apakah (elektabilitas)
cawapres tinggi, di atas Anies
misalnya? Atau di atas AHY gitu?”
ucapnya.

Ia menegaskan, capaian
elektabilitas menjadi pertimbangan
yang penting untuk meraih
kemenangan pada Pemilihan Presiden
(Pilpres) 2024.

Pertimbangan tersebut, lanjut dia,
mesti dibahas intensif dengan dua
partai politik (parpol) calon mitra
koalisi Demokrat yaitu Partai Nasdem,
dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Syarief pun menegaskan
pihaknya tidak akan langsung
membatalkan pembentukan koalisi
jika AHY dinilai tak mumpuni untuk
mendampingi Anies.

“Enggak gitu dong (mundur).
Kita harus duduk bareng, bicarakan,
apa dasarnya? Ada enggak survei
yang menyatakan pasangan ini dan
itu bisa menang?” tuturnya.

Meski begitu, Syarief tetap
berharap agar calon mitra koalisi
mempertimbangkan pengusungan
Anies-AHY. Sebab Partai Demokrat
punya kemampauan untuk membantu
pemenangan Pilpres 2024.

“Tapi ingat partai kami, partai
papan atas sekarang, dan itu
memberikan kontribusi untuk
pemenangan. Sangat perlu
diperhitungkan,” tandasnya. ryn/ant

Jakarta, Khazanah-- Tim kecil Partai
Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar
pertemuan kembali di kediaman
Anies Rasyid Baswedan. Salah satu
keputusannya adalah ketiga partai
politik tersebut sepakat untuk
berkoalisi.

"Ya," kata Ketua DPP Partai
Nasdem, Willy Aditya menjawab
singkat ketika ditanya apakah ketiga
partai politik sudah sepakat untuk
berkoalisi, Selasa (25/10).

Meski sudah sepakat untuk
berkoalisi, ia mengatakan, pembahasan
terkait calon wakil presiden (cawapres)
untuk Anies masih alot. Apalagi, Partai
Demokrat mengusulkan Agus
Harimurti Yudhoyono (AHY),
sedangkan PKS menawarkan Ahmad
Heryawan.

"Tinggal kemudian kita akan
membahas mendalami timing
momentumnya. Tadi sepakatnya itu,
cawapres bisa menyusul setelah
deklarasi (koalisi)," ujar Willy.

Dalam pertemuan tersebut, Partai
Nasdem diwakili oleh Willy dan
Sugeng Suparwoto, Partai Demokrat
diwakili oleh Wakil Ketua Umum
Partai Demokrat Benny K Harman
dan Iftitah, serta AHY datang 15 menit
sebelum pertemuan tersebut berakhir,
dan PKS diwakili oleh Wakil Ketua
Majelis Syura PKS Muhammad
Sohibul Iman, Ketua DPP PKS Pipin
Sofian, dan juru bicara PKS
Muhammad Kholid. Hadir pula
Sudirman Said sebagai liaison officer
(LO) atau naradamping dari pertemuan

tersebut.
"Pak Anies lebih

mendengarkanlah, partai-partai yang
banyak meng-explore," ujar Wakil
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR
itu.

Ketua Umum Partai Nasdem,
Surya Paloh memutuskan untuk
mengusung mantan gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan sebagai calon
presiden (capres) untuk pemilihan
presiden (Pilpres) 2024. Untuk
memenangkannya, membutuhkan
strategi, kerja keras, dan kesabaran.

Usai resmi mengusung Anies
sebagai capres, ia yakin Partai Nasdem
akan mendapatkan pujian dan
sanjungan dari sejumlah pihak.
Namun, partainya juga dipastikan
akan mendapatkan fitnah dan syirik.

"Siap-siap juga Nasdem bukan

Kota Padang berawal dari
terpilihnya Wali Kota Padang
Mahyeldi sebagai Gubernur
Sumbar pada pilkada gubernur
2020.

Setelah Mahyeldi dilantik
sebagai Gubernur Sumbar, kursi
Wali Kota secara otomatis diisi
oleh Wakil Wali Kota Hendri
Septa yang berasal dari PAN.

Sejak dilantiknya Hendri
Septa sebagai Wali Kota Padang
sisa masa jabatan 2019-2024
pada 7 April 2021, sudah 1 tahun
6 bulan kursi Wakil Wali Kota
Padang kosong.

Berdasarkan aturan, pemilihan
Wakil Wali kota dipilih oleh DPRD
Padang melalui pemungutan suara
dengan mekanisme partai
pengusung yaitu PAN dan PKS
mengusulkan dua nama.

Awalnya PKS mengusulkan
dua nama sebagai calon wakil Wali
kota yaitu Ketua DPD PKS Padang
Muharlion dan Sekretaris MUI

Padang, Khazanah-- Wali Kota
Padang Hendri Septa
mengemukakan Partai Keadilan
Sejahtera dan Partai Amanat
Nasional harus duduk bersama
membahas pengisian kursi Wakil
Wali Kota Padang yang kosong
selama 1,5 tahun sejak April 2021.

"Mengacu kepada Undang-
Undang yang berlaku, mekanisme
pemilihan Wakil Wali Kota
Padang harus ada dua nama yang
diusulkan untuk dipilih di DPRD,
artinya PAN dan PKS mesti duduk
semeja membahas ini," kata dia
di Padang, Selasa.

Oleh sebab itu ia
menyerahkan sepenuhnya kepada
partai pengusung dan tidak
terbersit keinginan untuk
menghambat prosesnya.

Menurut dia kedua partai
harus duduk bersama membahas
dua nama yang kemudian
diusulkan kepada DPRD Padang.

"Dulu di awal saat PAN

mengusulkan satu nama, PKS
mengusulkan dua nama, sekarang
ketika PKS mengusulkan nama
baru, PAN karena sudah terlalu
lama diam lagi," kata dia.

Ia mengaku tidak mau mau
disalahkan karena saat ini masih
sendiri sementara persoalannya
ada di partai politik dan informasi
yang beredar tidak utuh.

Hendri yang juga menjabat
Ketua DPD PAN Kota Padang itu
menyampaikan, untuk
memutuskan nama Calon Wakil
Wali Kota Padang dari partainya
juga harus melibatkan pengurus
partai di provinsi hingga pusat.

"Jadi saya juga tidak bisa
memutuskan sendiri," ujarnya.

Ia menyampaikan saat ini PAN
dan PKS kembali melakukan
penjajakan dan untuk
menghindari konflik kepentingan
ia memutuskan tidak terlibat
langsung.

Kekosongan kursi Wakil Wali

Kota Padang Mulyadi Muslim.
Kemudian, PKS kembali

mengusulkan nama baru sebagai
calon Wakil Wali Kota Padang
pada Oktober 2022 yaitu Hendri
Susanto yang sebelumnya pernah
menjadi Calon Bupati Sijunjung
pada pilkada 2020.

Hendri Susanto merupakan
politisi PKS dan pernah menjadi
anggota DPRD Sijunjung periode
2014-2019 dan periode 2019-2024.

Sementara, Dewan Pimpinan
Pusat Partai Amanat Nasional
menetapkan Ekos Albar sebagai
calon Wakil Wali Kota Padang
untuk mendampingi Wali Kota
Padang Hendri Septa sisa periode
jabatan 2019-2024.

Hingga kini kedua partai belum
ada titik temu untuk mengusulkan
dua nama tersebut untuk kemudian
dikirim ke DPRD guna dilakukan
pemilihan. ryn/ant

KURSI Wakil Walikota Padang hingga kini masih kosong. Walikota Padang, Hendri Septa mengatakan jika PKS dan PAN harus duduk
bersama membahas pengisian kursi Wawako Padang yang kosong sejak 1,5 tahun terakhir. DOK

PARTAI Nasdem, Demokrat dan PKS sudah menyatakan
kesepakatan koalisi, Selasa (25/10). Namun demikian,
pembahasan terkait cawapres untuk Anies Baswedan berlangsung
masih alot. Demokrat mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono
(AHY), sedangkan PKS menawarkan Ahmad Heryawan. DOK



RABU, 26 OKTOBER 2022 | RABU, 30 RABI’UL AWAL  1444 H12 EDISI 915 TAHUN IV 2022  | Rp.4500

MASA ISTIRAHAT SIDANG (RESES) III TAHUN 2022

Anggota DPRD Padang Jemput
Aspirasi Masyarakat

“Perbaikan infrastruktur
pendidikan dan kesehatan serta
peningkatan ekonomi masyarakat
perlu kita benahi disini. Agar
kesejahteraan masyarakat
meningkat,” sebut Ilham Maulana
kepada wartawan disela sela reses
masa sidang III, Kamis (6/10/2022).
(adv)

Padang, Khazanah- Pada masa
istirahat sidang (reses) III tahun
2022 ini seluruh unsur pimpinan
dan anggota DPRD Kota Padang
turun ke dapil masing masing
dalam rangka menjemput aspirasi
masyarakat terhitung mulai
tanggal 4 - 8 Oktober 2022.

Masalah yang urgent saat ini
di Kota Padang seputar
Pendidikan, kesehatan, pelayanan
publik.

Selain itu kini juga
permasalahan tingginya kasus
narkotika menjadi perhatian
khusus bagi Ketua DPRD Kota
Padang Syafrial Kani, Dt.Rajo
Jambi. Pasalnya, separuh Kota
Padang kini sudah masuk zona
merah kasus narkotika.

“Ini perlu, karena banyak yang
menjadi korban gara-gara
narkotika,”katanya,saat melakukan
reses masa sidang III tahun 2022,
di Masjid Raya Andalas,
Kecamatan Padang Timur, Kota

Padang, Rabu (5/10) kemaren.
Selain itu, Ketua DPRD Kota

Padang, juga menyoroti asusila
yang mana menjadi korbannya
anak-anak dan perempuan.

“Ini masalah yang sangat
serius, karena terus terjadi, hendak
ada jalan keluar. Permasalahan
ini menjadi tugas kita dan
perhatian kita bersama,”
imbuhnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD
Kota Padang Amril Amin Daerah
Pemilihan IV (Padang Timur –
Padang Selatan) menggelar  reses
masa sidang III di SMA N 6
Padang yang dihadiri Wakil Ketua
DPRD Sumbar Indra Dt Rajo Lelo,
Irwan Afriadi Anggota DPRD
Provinsi Sumbar, Osman Ayub
Anggota DPRD Kota Padang,
Sekda Kota Padang Andree H
Algamar, Kepala Dinas Koperasi
dan UMKM Kota Padang Ferri
Erviyan Rinaldy,-Dinas Sosial
Kota Padang,-Camat Padang

Sektor pendidikan, kesehatan
dan kesejahteraan masyarakat
menjadi fokus utama Wakil Ketua
DPRD Padang Ilham Maulana untuk
masyarakat Seberang Palinggam,
Kecamatan Padang Selatan. Pasalnya
kebutuhan masyarakat di sektor
tersebut masih banyak kekurangan
yang mesti dibenahi.

Selatan Jasman, Lurah se Keca-matan
Padang,LPM Se Padang Selatan, RT
RW se Padang Selatan, Ketua Bapera
Kota Padang Zaki-ruddin, Forum
Anak Na-gari Mato Aie. Mukhlis
Ramli dan undangan lain-nya , hadir
lebih kurang 600 orang.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Amril Amin,S.AP mengatakan, reses

ini kegitan rutin yang dilaksanakan
seorang anggota DPRD. Kegiatan
ini untuk dapat bertatap muka
dengan warga untuk berduskusi
menyampaikan asipirasi.

Wakil Ketua DPRD Padang
Ilham Maulana Fokus Benahi
Sejumlah Sektor di Seberang
Palinggam

Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani bersama warga di dapilnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Amril Amin Daerah Pemilihan IV

Wakil Ketua DPRD Padang Ilham Maulana saat memberi arahan kepada warga. Anggota DPRD Padang saat melakukan reses.

Konjen AS Gordon Church : Padang
Indah,Kami Tertarik Mengajak Investor
Padang, Khazanah - Wali Kota Padang Hendri Septa bersepeda
bersama Konsulat Jenderal (Konjen) AS, Gordon Church untuk
Sumatera, mengitari sejumlah objek wisata unggulan di Kota
Padang, Selasa pagi (25/10/2022).

Objek wisata pertama yang dikunjungi wali kota bersama
Konjen AS adalah Masjid Raya Sumatera Barat. Setelahnya
berlanjut ke kawasan Pantai Padang dan finish di salah satu
UMKM masyarakat Binaan Pemerintah Kota Padang, Soto
Rajawali.

Wako Hendri Septa mengatakan,  kunjungan yang dilakukan
oleh Konjen AS merupakan kunjungan balasan terhadap
Pemerintah Kota Padang, dimana pada awal 2022 lalu Pemko
Padang mengunjungi Konjen AS.

“Ada banyak kerja sama yang kita bicarakan dengan Mr.
Gordon diantaranya, student exchange, penempatan tenaga
magang untuk pelajar, dan bagaimana upaya ke depan untuk
memajukan Kota Padang yang lebih baik lagi,” ucap Wako
Hendri Septa.

Wali Kota Padang menambahkan, kerja sama lain yang
ditawarkan ialah mengajak para investor AS untuk berinvestasi
di Padang.

“Selain student exchange dan penempatan tenaga magang
kita juga membicarakan pengembangan wisata di Kota Padang.
Menurut Konjen As Padang ini sangat unik, punya pantai,
gunung, daratan yang luas sehingga cukup banyak peluang
untuk berinvestasi di Kota Padang,” pungkas Wako.

Sementara itu, Konjen AS Gordon menyampaikan ucapan
terima kasih atas keramahtamahan Wali Kota Padang Bapak
Hendri Septa yang telah menyambutnya di Kota Padang.

“Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Hendri untuk
dukungan dan kerahmatamahan hari ini. Saya senang sekali.
Terimakasih juga dukungan terhadap relasi antara Amerika
Serikat dan Indonesia di Padang,” pungkasnya.

Kedatangan Konsul AS di Padang juga sekaligus untuk
menghadiri acara pelatihan basket untuk para pelatih dan
guru olahraga yang diselenggarakan di Universitas Negeri
Padang atas kerjasama antara Nba Jr.  dan Pemerintah Daerah
Sumatera Barat.

Turut hadir di kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kota Padang
Andree Algamar, Asisten Pemerintahan dan Kesra Edi Hasymi,
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi dan
Asisten Administrasi Umum Corri Saidan serta sejumlah pimpinan
OPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang.   faisal
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